SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengendalian intern di

Mengingat

lingkungan Komisi Yudisial diperlukan penerapan
Manajemen Risiko guna menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik;

b. bahwa untuk mewujudkan efektifitas, efisiensi,
akuntabilitas, transparansi, dan ketaatan pada
peraturan perundang-undangan di lingkungan Komisi
Yudisial, perlu penerapan manajemen risiko untuk
mendukung tugas dan fungsi organisasi;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan risiko
secara komprehensif di lingkungan Komisi Yudisial
Republik Indonesia serta melaksanakan ketentuan
Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris
Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang
Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Yudisial
Republik Indonesia.

1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara



Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890).

4, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151});

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6
Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik
Indonesia;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL

TENTANG  TENTANG MANAJEMEN  RISIKO DI

LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud

dengan:

1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang
berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung
dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung serta
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa
yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

3. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan
terencana dan terukur untuk mengelola dan
mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam
keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi,
dengan cara melakukan komunikasi dan konsultasi,
penetapan konteks, penilaian Risiko, perlakuan Risiko,
pemantauan dan reviu, serta dokumentasi dan
pelaporan.

Pasal 2
(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
penerapan manajemen risiko di lingkungan Komisi
Yudisial Republik Indonesia.
{2) Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan Kkualitas
perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian
intern melalui penerapan manajemen risiko.

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
a. Infrastruktur Manajemen Risiko; dan
b. Proses Manajemen Risiko di lingkungan Komisi Yudisial
Republik Indonesia.



BAB II
INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Infrastruktur manajemen risiko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

o o

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Budaya Risiko;

Struktur Manajemen Risiko;

Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan
Anggaran Manajemen Risiko.

Bagian Kedua
Pagal 5

Budaya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf a merupakan sekumpulan nilai, kepercayaan,

pengetahuan dan pemahaman tentang risiko, yang

dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan

yang sama.

Wujud pelaksanaan budaya risiko dilakukan dalam

bentuk:

a. komitmen pimpinan;

b. pengintegrasian manajemen insiden ke dalam
manajemen risiko;

c. pengintegrasian manajemen risiko dalam  proses
bisnis organisasi;

d. penyampaian informasi yang  berkelanjutan
mengenai risiko;

e. tersedianya program pelatihan manajemen risiko
untuk seluruh pegawai.

f. kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya
untuk penanganan risiko;

g. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan risiko
oleh organisasi dan/atau pegawai; dan

h. ketersediaan informasi risiko yang tepat sebagai
landasan dalam pengambilan keputusan.

Pembangunan budaya risiko dilaksanakan melalui

tahap:

a. peningkatan kesadaran berbudaya risiko;

b. manajemen perubahan budaya risiko organisasi;
dan

c. penyempurnaan budaya risiko organisasi.

Bagian Ketiga
Struktur Manajemen Risiko
Pasal 6
Struktur Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
menggunakan konsep 3 (tiga) lini yang terdiri atas:
Lini pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan oleh Unit Pemilik Risiko.
a. lini pertama;
b. lini kedua; dan



(3)

(4)

(1)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

¢. lini ketiga.

Lini kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko.

Lini ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ dilaksanakan oleh pengawas intern.

Pasal 7

Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) huruf a adalah Pimpinan Komisi Yudisial

Republik Indonesia dan/atau Pimpinan unit kerja

Komisi Yudisial Republik Indonesia yang bertanggung

jawab untuk melakukan manajemen risiko di lingkup

kerjanya.

Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. Pemilik Risiko untuk level entitas Komisi Yudisial
Republik Indonesia yaitu Ketua Komisi Yudisial
Republik Indonesia;

b. Pemilik Risiko untuk level Eselon I Komisi Yudisial
Republik Indonesia yaitu Sekretaris Jenderal Komisi
Yudisial Republik Indonesia; dan

c. Pemilik Risiko untuk level Eselon II Komisi Yudisial
Republik Indonesia yaitu Kepala Biro dan Pusat
Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab:

a. memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai,
dikelola, dan dipantau;

b. menentukan tingkat selera risiko yang tepat;

c. mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam
pencapaian kinerja dengan menetapkan dan
mendelegasikan  pelaksanaan rencana tindak
pengendalian; dan

d. menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang
disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen
Risiko dan Pimpinan.

Pasal 8

Dalam implementasi proses manajemen risiko Pemilik

Risiko dibantu oleh Pengelola Risiko

Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) huruf b adalah pejabat yang ditunjuk sebagai

penanggung jawab manajemen risiko pada unit kerja
masing-masing.

Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas:

a. Pengelola risiko tingkat entitas Komisi Yudisial
Republik Indonesia, yaitu Sekretaris
Jenderal/(Eselon I);

b. Pengelola risiko tingkat Eselon I yaitu para Kepala
Biro/Pusat(Eselon II); dan

c. Pengelola risiko tingkat Eselon II yaitu para Kepala
Bagian/Bidang (Eselon IIi).

Pengelola Risike sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab untuk:



a. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses
identifikasi dan analisis risiko dalam register dan
peta risiko;

b. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan
pemantauan risiko serta menuangkannya dalam
rencana tindak pengendalian,;

c. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa
risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam
laporan peristiwa risiko; dan

d. melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada
Pemilik Risiko.

Pasal 10

(1) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) adalah unit penyelenggara manajemen
risiko yvang ditunjuk untuk mengoordinasikan proses
manajemen risiko.

(2) Leading sector Unit Manajemen Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal.

(3} Unit Manajemen Risiko ditetapkan berdasarkan
Keputusan Ketua Komisi Yudisial

(4) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki tugas:

a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak
pengendalian;

b. memantau pelaksanaan rencana tindak
pengendalian;

c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas
manajemen risiko;

d. memberikan umpan balik berupa
usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan
manajemen risiko oleh Unit Pemilik Risiko;

e. menyusun laporan triwulanan dan tahunan
kegiatan pemantauan manajemen risiko;

f. memberikan sosialisasi terkait manajemen risiko
kepada seluruh unit kerja di lingkungan Komisi
Yudisial Republik Indonesia; dan

g. memvalidasi usulan risiko baru dari Unit Pemilik
Risiko.

(5} Dalam rangka  efektifitas pelaksanaan tugas
mengoordinasikan implementasi proses manajemen
risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Personil Unit
Manajemen Risiko diprioritaskan dalam pengembangan

Pasal 11

(1) Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) adalah Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah pada Bagian Kepatuhan Internal Biro
Perencanaan dan Kepatuhan Internal

(2) Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertanggung jawab dalam rangka kegiatan
pengawasan intern berbasis risiko.

(3) Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memiliki tugas:



a. melakukan penilaian atas maturitas penerapan
Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko; dan

b. memberikan keyakinan yang memadai(assurance)
terhadap penerapan manajemen risiko yang
dilakukan oleh Pemilik Risiko melalui kegiatan
audit, reviu, pemantauan dan evaluasi

c. evalusi atas proses manajemen risiko telah
diterapkan sesuai dengan Peraturan ini;

d. evaluasi atas pelaporan risiko kunci

e. reviu atas pengelolaan risiko kunci

memberikan keyakinan bahwa risiko telah

dievaluasi telah dievaluasi secara tepat

g. memberikan rekomendasi dalam rangka
peningkatan efektifitas penerapan manajemen risiko

l]

{(4) Apabila diperlukan, Unit Pengawas Intern sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan:

a. Fasilitasi/asistensi pembangunan proses
manajemen risiko

b. Konsultansi/asistensi identifikasi risiko dan
evaluasi risiko; dan/atau

c. saran kepada manajemen dalam melakukan respons
risiko

(5) APIP yang ditugaskan sebagai Tim Teknis tidak dapat

melakukan penjamin kualitas atas obyek konsultansi
proses pembangunan manajemen risiko

(6) Ketentuan mengenai pengawasan intern berbasis risiko

(2)

(3)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi
Yudisial

Pasal 12
Dalam rangka pembangunan manajemen risiko oleh
unit kerja Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, Unit
Manajemen Risiko dapat dibantu oleh Tim Teknis
Tim Teknis dapat diisi oleh personil APIP sebagai fungsi
konsultansi Pembangunan Manajemen Risiko dan/atau
pegawai di setiap unit kerja pemilik risiko
Tim Teknis melekat di Unit Manajemen Risiko

Bagian Keempat
Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 13

(1) Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana

(2)

dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ merupakan sistem
informasi terintegrasi berbasis aplikasi yang digunakan
untuk membantu Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, Unit
Manajemen Risiko, dan Unit Pengawas Intern dalam
proses manajemen risiko.

Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Unit Manajemen
Risiko.



Pasal 14

Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 dimanfaatkan untuk:

a.
b.

c
d.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

membangun budaya risiko;
meniaga konsistensi penerapan kebijakan manajemen
risiko;

. menjaga kualitas data terkait risiko; dan

mempercepat proses pelaporan.

Bagian Kelima
Anggaran Manajemen Risiko
Pasal 15

Anggaran manajemen risiko sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf d diperlukan untuk penerapan

manajemen risiko yang efektif.

Bagian yang membidang perencanaan anggaran dan

kinerja wajib mengalokasikan anggaran manajemen

risiko

Alokasi anggaran manajemen risiko sebagaimana pada

ayat (2) digunakan untuk kegiatan antara lain:

a. administrasi proses identifikasi risiko dan analisis
risiko;

b. penyusunan dan implementasi rencana tindak
pengendalian;

c. administrasi pemantauan atas proses manajemen
risiko dan implementasi rencana  tindak
pengendalian,;

d. informasi dan komunikasi;

e. koordinasi dan konsultasi;

f. sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk
peningkatan kompetensi manajemen risiko; dan

g. evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas
manajemen risiko.

h. Penghargaan atas kontribusi pembangunan /[
Implementasi manajemen risiko terbaik (Risk Award)
untuk pegawai/unit kerja pada level pemilik risiko
eselon II

Alokasi anggaran manajemen risiko untuk peningkatan

kompetensi risiko personil di masing-masing unit

pemilik risiko baik tingkat entitas/unit kerja berupa
diklat/sertifikasi dialokasikan satu pintu pada unit
kerja yang membidangi Kepegawaian

Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf h berupa :

a. Piagam dan Surat Keputusan Penghargaan
dan/atau

b. Pertimbangan  prioritas dalam  pengembagan
kompetensi/karier dan/atau;

c. Penghargaan dalam bentuk barang atau uang;
dan/atau

d. Penghargaan lainnya, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Mekanisme teknis penilaian, pemberian penghargaan

diatur internal dalam Standar Operasional Prosdur

Penghargaan Penerapan Manajemen Risiko yang



(1)

(2)

(3)

(1)

(1)

(2)

disusun oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
selalku Leading sector Unit Manajemen Risiko

BAB II
PROSES MANAJEMEN RISIKO
Bagian
Kesatu Umum

Pasal 16
Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b merupakan penerapan kebijakan,
prosedur, dan praktik manajemen secara sistematis.
Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen di
lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) terdiri atas:
a. Komunikasi dan konsultansi
b. penetapan konteks;
c. penilaian risiko (identifikasi risiko; analisis risiko;
evaluasi risiko)
d. respons risiko;
e. pemantauan dan pelaporan
Bagian Kedua
Komunikasi dan Konsultansi
Pasal 17
Komunikasi dan konsultansi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a merupakan proses
penyediaan dan pemanfaatan sarana komunikasi guna
menunjang efektifitas pelaksanaan manajemen risiko.
Komunikasi dan Konsultasi sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 mempunyai tahapan meliputi:
Penetapan Komitmen Manajemen Risiko
Sosialisasi Mananejem Risiko
Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengelola Risiko
Konsultasi Manajemen Risiko
Rapat berkala
Dialog risiko
Penggunaan sistem informasi dan/atau
Pelaporan berkala

RS Ao o

Bagian Ketiga
Pasal 18

Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (3) huruf a merupakan proses menentukan
parameter internal dan eksternal untuk mengelola
risiko serta menentukan ruang lingkup kriteria risiko.
Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan:
a. mengidentifikasi hal-hal yang mengancam eksistensi

unit Pemilik Risiko;
b. mengidentifikasi sasaran strategis /program

strategis unit Pemilik Risiko;
c. mengidentifikasi proses bisnis unit Pemilik Risiko;
d. mengidentifikasi pemangku kepentingan;



e. merumuskan kriteria dampak dan frekuensi; dan
f. menetapkan selera risiko.

Bagian Keempat

Penilaian Risiko
(ldentifikasi Risiko; Analisis Risiko; Evaluasi Risiko)

Pasal 18

(1) penilaian risiko risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (3} huruf b merupakan proses
menetapkan risiko melalu identifikasi risiko, analisis
risiko dan evaluasi risiko

(2) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan
seluruh hal yang berpotensi risiko baik yang berasal
dari faktor internal maupun eksternal.

(3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1
merupakan proses penilaian terhadap risiko yang telah
teridentifikasi dalam rangka untuk menetapkan peta
risiko.

(4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
dilakukan dengan:

a. menetapkan level risiko;

b. memilah risiko berdasarkan level; dan

. menyusun peta risiko.

(5) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
merupakan proses untuk menentukan daftar prioritas
risiko.

(6) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan dengan membandingkan antara peta risiko
dengan selera risiko yang telah ditetapkan Pemilik
Risiko.

Bagian Kelima
Respon Risiko
Pasal 19

(1) Respons risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (3} huruf d merupakan proses merancang dan
menetapkan rencana tindak pengendalian.

{2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dilakukan dengan cara:

a. mengidentifikasi akar penyebab dari risiko-risiko
terpilih;

b. menyusun kegiatan pengendalian dengan
mempertimbangkan akar penyebab risiko;

c. menentukan indikator terlaksananya kegiatan
pengendalian dan pihak yang melaksanakan
kegiatan pengendalian;

d. menjadwalkan penanganan risiko dengan urutan
waktu berdasarkan peringkat level risiko;

e. melakukan taksiran terhadap level risiko (treated
risk/nilai risiko  jika direspons) setelah
mempertimbangkan kegiatan pengendalian.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Pelaporan



Pasal 20

(1) Pemantauan, reviu dan pelaporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e merupakan
proses pengawasan yang dilakukan secara terus-
menerus untuk memastikan seberapa efektif rencana
pengendalian yang telah direncanakan dalam
mengendalikan Risiko dalam setiap proses manajemen
risiko

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

{7)

(8)

dilakukan dengan cara:

a. memastikan penerapan manajemen risiko berjalan
secara efektif sesuai dengan rencana; dan

b. memberikan umpan balik bagi penyempurnaan
proses manajemen risiko.

Pasal 21

Setiap Pemilik Risiko wajib menetapkan komitmen

Manajemen Risiko melalui penetapan dan pengesahan

Piagam Manajemen Risiko minimal 1 kali sesuai dengan

periode dokumen Rencana Strategis lembaga/unit kerja

Apabila terdapat perubahan atas Indikator kinerja

Utama dalam Rencana Strategis lembaga/unit kerja

setiap pemilik risiko wajib menetapkan

revisi/penambahan Komitmen manajemen risiko

Akuntabilitas atas pelaksanaan proses Manajemen

Risiko dituangkan dalam laporan pengelolaan

Manajemen Risiko.

Laporan Pengelolaan Manajemen Risiko terdiri atas :

a. Laporan Pemilik Risiko untuk level entitas Komisi
Yudisial Republik Indonesia yaitu Ketua Komisi
Yudisial Republik Indonesia;

b. Laporan Pemilik Risiko untuk level Eselon I Komisi
Yudisial Republik Indonesia yaitu Sekretaris
Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia; dan

¢. Laporan Pemilik Risiko untuk level Eselon II Komisi
Yudisial Republik Indonesia vaitu Kepala Biro dan
Pusat Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Pengelola risiko membantu Pemilik Risiko untuk

menyusun laporan pengelolaan Manajemen Risiko yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi

Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat {4) wajib dilaporkan sesuai periode pelaporan

kinerja yaitu triwulanan (minggu terakhir setiap
triwulan) dan tahunan (minggu ketiga bulan Februrari)

Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a dan huruf b untuk level Entitas

dan Eselon I Komisi Yudisial Republik Indonesia
ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial Republik

Indonesia dengan tembusan kepada Unit Manajemen

Risiko.

Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf c untuk level Eselon Il ditujukan

kepada Sekretaris Jenderal c.q Unit Manajemen Risiko.



Pasal 22

(1) Petunjuk teknis terkait implementasi manajemen risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan
Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

(2) Perubahan atau pemutakhiran petunjuk teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan
menggunakan mekanisme ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku di lingkungan
Sekretariat Jenderal

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2025
SEKRETARIS JENDERAL,

™

ARIE S;DIHAR



LAMPIRAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
KOMISI YUDISIAL

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga negara yang berperan menjaga
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dituntut untuk
memiliki tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, KY berhadapan dengan berbagai potensi
Risiko, baik dari faktor internal maupun eksternal, yang dapat
memengaruhi reputasi, kinerja, dan kepercayaan publik.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional mewajibkan setiap lembaga,
termasuk KY, untuk melaksanakan manajemen Risiko secara terukur dan
berkesinambungan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP}) juga
menegaskan pentingnya penilaian Risiko sebagai bagian dari pengendalian
intern,

Penerapan manajemen Risiko di lingkungan KY bertujuan untuk
mengidentifikasi, menganalisis, serta memetakan Risiko sesuai
tingkatannya, sehingga langkah pencegahan, mitigasi, maupun perbaikan
dapat dilakukan secara tepat. Lebih jauh, penerapan manajemen Risiko
Jjuga mendukung integrasi dengan manajemen kinerja melalui pendekatan
Risk-Based Performance Management (RBPM), sehingga pencapaian
sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) dapat lebih terjamin
dan selaras dengan peningkatan kualitas SAKIP.

Dengan demikian, manajemen Risiko bukan hanya kewajiban regulatif,
melainkan kebutuhan strategis bagi KY untuk memperkuat tata kelola,
meningkatkan efektivitas pengendalian intern, serta menjaga kepercayaan
publik terhadap lembaga peradilan

Maksud

Peraturan Sekretaris Jenderal ini dimaksudkan sebagai pedoman
dalam proses Manajemen Risiko di lingkungan Komisi Yudisial.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal ini adalah
menghasilkan pedoman Manajemen Risiko di lingkungan Komisi Yudisial
sebagai bagian dari peningkatan kualitas pengendalian intern serta
akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial.

Manfaat yang didapat dari Peraturan ini adalah:

1. Digunakan oleh seluruh unit/satuan kerja sebagai pedoman dalam
penerapan Manajemen Risiko di lingkungan unit kerja/satuan kerja.

2. Sebagai pedoman sehingga komunikasi dan konsultasi Risiko,
penetapan konteks Risiko, penilaian Risko, perlakuan Risiko,
pemantauan dan reviu Risiko serta dokumentasi dan pelaporan Risiko
dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sistematis, prosedural serta
selaras.

3. Menjadi alat dalam mengintegrasikan manajemen kinerja dan Risiko
serta menyeragamkan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko

Komisi Yudisial



Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal ini adalah proses

Manajemen Risiko di lingkungan Komisi Yudisial. Proses Manajemen Risiko
tersebut meliputi:

1. Komunikasi dan Konsultasi Risiko
Langkah-langkah dalam melakukan komunikasi dan konsultasi
Risiko dalam menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap
potensi Risiko yang dihadapi Komisi Yudisial,

2. Penetapan Konteks Risiko
Langkah-langkah dalam melakukan penetapan konteks Risiko Komisi
Yudisial, meliputi penetapan konteks eksternal, internal, serta kriteria
Risiko.

3. Penilaian Risiko
Langkah-langkah dalam melakukan penilaian Risiko Kementerian
Hukum, meliputi identifikasi Risiko, analisis Risiko, dan evaluasi
Risiko.

4. Respon Risiko
Langkah-langkah dalam menentukan respon/perlakuan Risiko
Komisi Yudisial

5. Pemantauan, Reviu, dan Pelaporan Risiko
Langkah-langkah dalam melakukan pemantauan dan reviu Risiko
serta pelaporan Risiko Komisi Yudisial.

Sistemnatika
Lampiran Peraturan Menteri ini terdiri atas 7 {tujuh) bab yang terdiri

dari:

Bab I Pendahuluan

Bab Il  Komunikasi dan Konsultasi Risiko
Bab Il Penctapan Konteks Risiko

Bab IV Penilaian Risiko

BabV  Respon Risiko

Bab VI Pemantauan dan Pelaporan

Bab VII Penutup
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BAB II
KOMUNIKASI DAN KONSULTASI RISIKO

Komunikasi dan konsultasi Risiko merupakan proses awal yang harus
dilalui dalam Manajemen Risiko. Komunikasi merupakan proses membangun
dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran Risiko Komisi
Yudisial, sedangkan konsultasi merupakan proses interaktif yang dilakukan
dalam pengambilan keputusan terkait Manajemen Risiko. Komunikasi dan
konsultasi akan dikoordinasikan Unit Manajemen Risiko. Tahapan komunikasi
dan konsultasi Risiko Komisi Yudisial dapat dijabarkan pada sub bab berikut
ini:

2.1. Tahap I: Penetapan Komitmen Manajemen Risiko

Pada tahap I, Unit Permilik Risiko wajib menetapkan komitmen
Manajemen Risiko melalui sebuah Piagam Manajemen Risiko. Piagam ini
merupakan pernyataan UPR dalam melaksanakan Manajemen Risiko, yang
melampirkan formulir;

Penetapan Konteks;
Penilaian Risiko;
Perlakuan Risiko; dan
Pemantuan dan Reviu.

Ao op

Format Piagam Manajemen Risiko Eselon I dan Eselon Il sebagai berikut:

KOMISI YUDISAL
PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

Dalam upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ... <Diisi dengan

nama Unit Pemilik Risiko>... Komisi Yudisial, saya menyatakan bahwa:

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan
pelaksanaan proses Manajemen Risiko yang meliputi Penetapan
Konteks, Penilaian Risiko, Perlakuan Risiko, serta Pemantauan dan
reviu;

2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan
seluruh Pengelola Risiko, Unit Manajemen Risiko dan sesuai dengan
ketentuan terkait Penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di
lingkungan Komisi Yudisial; dan

3. Rencana Respon/perlakuan Risiko yang dituangkan dalam Piagam ini
akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin,
untuk meningkatkan efektifitas Penerapan Manajemen Risiko akan
dilakukan pemantauan secara berkala (per triwulan) dengan melibatkan
seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.

Ditetapkan di ...<diisi nama lokasi UPR>...
Tanggal...... <diisi tanggal penandatanganan piagam>....

...<diisi nama jabatan pimpinan tertinggi UPR)>...,
ttd
...<diisi nama pejabat>...




-4 -

2.2, Tahap II: Sosialisasi Manajemen Risiko

a.

Langkah 2.1.: Menyusun Rencana Sosialisasi Manajemen Risiko

Langkah pertama pada tahap II ini Unit Manajemen Risiko
menyusun rencana sosialisasi Manajemen Risiko. Sosialisasi
Manajemen Risiko dilakukan dalam memberikan pengetahuan dan
pemahaman tentang Manajemen Risiko dan Teknis Implementasinya
baik pada tingkat Komisi Yudisial, Eselon I dan Eselon II. Sosialisasi
Manajemen Risiko dapat dilakukan secara luring maupun daring
tergantung kondisi dan kebutuhan.

Langkah 2.2.: Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Risiko Tingkat
Komisi Yudisial, Eselont | dan Eselon II

Langkah kedua pada tahap II ini adalah Unit Manajemen Risiko
melaksanakan sosialisasi Manajemen Risiko tingkat Komisi Yudisial,
Eselon I dan Eselon Ii. Pelaksanaan sosialisasi akan dihadiri oleh:
. Pejabat Pemilik Risiko
. Pejabat Pengelola Risiko
. Unit Manajemen Risiko
. Pejabat/Pegawai Unit Kerja Pemilik Risiko

Langkah 2.3.: Menyusun laporan hasil pelaksanaan sosialisasi
Manajemen Risiko

Langkah ketiga pada tahap ini adalah Unit Manajemen Risiko
menyusun laporan hasil pelaksanaan sosialisasi Manajemen Risiko.
Laporan yang disusun meliputi laporan hasil sosialisasi Manajemen
Risiko tingkat Komisi Yudisial; Eselon I, tingkat Eselon II

Laporan hasil sosialisasi Manajemen Risiko disusun minimal
memuat informasi yang meliputi:
realisasi waktu dan tempat pelaksanaan;
realisasi jumlah peserta;
metode sosialisasi yang digunakan,;
materi sosialisasi yang digunakan;
pemateri sosialisasi; dan
dekumentasi.

2.3. Tahap III: Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengelola Risiko

a.

Langkah 3.1: Menugaskan SDM di Unit Manajemen Risiko dan SDM
di Unit Pemilik Risiko Komisi Yudisial/Eselon I/Eselon II
Langkah pertama pada tahap ini adalah menugaskan Sumber

Daya Manusia (SDM di UMR dan Unit Pemilik Risiko di setiap

tingkatan untuk diberikan pelatihan Manajemen Risiko. Adapun

tahapan detailnya sebagaimana berikut :

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menugaskan
SDM di Unit Manajemen Risiko untuk mengikuti
pendidikan/pelatihan/sertifikasi Manajemen Risiko

2. Unit Pemilik Risiko mengusulkan SDM untuk diberikan penugasan
pelatihan pengelolan risiko melalui nota dinas ditujukan kepada
unit kerja yang membidangi kepegawaian atau

3. Pemilik Risiko memberikan perintah kepada SDM di unit kerja
melalui Surat Perintah Unit Pemilik Risiko yang merupakan bagian
dari penugasan Unit Pemilik Risiko Komisi Yudisial
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Langkah 3.2.: Melaksanakan Pelatihan Manajemen Risiko tingkat
Entita Komisi Yudisial

Langkah kedua pada tahap ini adalah Unit Manajemen Risiko
mengkoordinir / melaksanakan pelatihan Manajemen Risiko di tingkat
Komisi Yudisial, Eselon I dan Eselon II. Model pelatihan adalah
menggunakan model fraining for trainer, karena peserta pelatihan
difokuskan untuk menjadi pelatih di Unit Pemilik Risiko tingkat
Komisi Yudisial, Eselon I dan Eselon II. Pelatihan dilaksanakan
dengan metode 80% (delapan puluh persen) praktik dan 20% (dua
puluh persen) teori, sehingga pasca-pelatihan, peserta diharapkan
dapat melakukan pengelolaan Risiko di masing-masing undit
kerja/satuan kerja. Sebelum pelatihan dilaksanakan, akan diadakan
pre-ussessment untuk mengukur pengetahuan awal peserta tentang
Manajemen Risiko. Setelah proses pelatihan dilaksanakan, akan
dilakukan post-assessment untuk mengukur seberapa dalam
penambahan pengetahuan serta keterampilan peserta terhadap
materi pelatihan yang disampaikan.

Pelatihan dikoordinir oleh Unit Manajemen Risiko dengan melibatkan
Unit Kerja yang membidangi kepegawaian dengan melibatkan peserta dari
Unit Pemilik Risiko tingkat Komisi Yudisial, Eselon I dan Eselon 1I
sebagai pelatih.

Langkah 3.3.: Melaksanakan pelatihan Manajemen Risiko di Tingkat
Eselon I dan Eselon II

Langkah ketiga pada tahap III ini adalah UMR mengkoordinir
pelaksanaan pelatihan Manajemen Risiko di tingkat Eselon I dan Eselon
I[I. Masing-masing SDM yang telah mengikuti pelatihan di tingkat
Entitas Komisi Yudisial akan menjadi pelatih Manajemen Risiko untuk
unit kerja Pemilik Risiko Eselon II. Peserta pelatihan Pegawai
dimasing-masing unit kerja khususnya yang akan terlibat dalam
proses implementasi manajemen risiko unit kerja. Pelatihan
dilaksanakan dengan model training for trainer, karena peserta
pelatihan akan dipersiapkan dalam proses implementasi manajemen
risiko termasuk pengkaderan keberlanjutan dalam implementasi
manajemen risiko di unit kerja, Metode yang digunakan sama dengan
metode pelatihan Manajemen Risiko di tingkat Entitas Komisi Yudisial.
Pelaksanaan pelatihan dapat didampingi oleh Unit Manajemen Risiko
maupun Unit Pemilik Risiko tingkat Komisi Yudisial

Langkah 3.4.: Menyusun Laporan Hasil Pelatihan
Langkah keempat pada tahap III ini adalah U menyusun laporan
hasil pelaksanaan pelatihan Manajemen Risiko. Laporan yang disusun
meliputi:
* laporan hasil pelatihan Manajemen Risiko tingkat Entitas Komisi
Yudisial yang disusun oleh Unit Manajemen Risiko
* laporan hasil pelatihan Manajemen Risiko tingkat Eselon 1
dan/atau Eselon Il yang disusun oleh Pemilik Risiko Tingkat Eselon
I

2.4. Tahap IV: Mengadakan Forum Konsultasi Manajemen Risiko

a.

Langkah 4.1.: Identifikasi isu Manajemen Risiko di Tingkat Komisi
Yudisial/Eselon I/Eselon II

Langkah pertama pada tahap IV ini adalah Unit Manajemen
Risiko/Pemilik Risiko/Pengelola Risiko/Unit Pengawasan Intern
setiap akhir tahun melakukan identifikasi/pemutakhiran isu
Manajemen Risiko di tingkat Komisi Yudisial/Eselon I/Eselon II. Isu
yang dimaksud adalah isu terkait pengelolaan Risiko yang meliputi:
. isu terkait komunikasi dan konsultasi:
. isu terkait penetapan konteks Risiko;
. isu terkait penilaian Risiko;
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. isu terkait perlakuan Risiko; dan

= isu terkait pemantauan, reviu, dan pelaporan Risiko

Hasil identifikasi isu terkait Manajemen Risiko tersebut dijadikan
bahan yang dibahas pada forum konsultasi Manajemen Risiko,

Langkah 4.2.: Pelaksanaan Forum Konsultasi Manajemen Risiko

Langkah ketiga pada tahap IV ini adalah melaksanakan forum
konsultasi Manajemen Risiko sesuai dengan hasil identifikasi dan
dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Forum ini dapat
dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko/Pemilik Risiko/Pengelola
Risiko/Unit Pengawasan Intern Unit Manajemen Risiko/Pemilik
Risiko/Pengelola Risiko/Unit Pengawasan Intern

Langkah 4.3.: Menyusun laporan hasil konsultasi Manajemen Risiko
Langkah keempat pada tahap IV ini adalah menyusun laporan
hasil konsultasi Manajemen Risiko. Laporan yang disusun meliputi Laporan
hasil pelaksanaan forum konsultasi Manajemen Risiko oleh Unit Manajemen
Risiko/Pemilik Risike/Pengelola Risiko/Unit Pengawasan Intern
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BAB III
PENETAPAN KONTEKS RISIKO

Penetapan konteks Risiko merupakan tahap awal dalam penyusunan
rencana perlakuan Risiko. Konteks Risiko bisa berasal dari lingkungan
eksternal maupun internal Komisi Yudisial. Proses manajemen risiko diawali
dengan penetapan konteks/tujuan unit Pemilik Risiko yang jelas dan konsisten,
baik pada tingkat strategis atau kebijakan maupun operasional. Untuk
meyakinkan bahwa semua risiko signifikan telah dicakup, maka perlu
mengetahui tujuan dan fungsi atau aktivitas instansi/unit kerja yang ditelaah.

Tujuan penetapan konteks adalah:

1. mengidentifikasi hal-hal yang mengancam eksistensi unit Pemilik
Risiko;

2. mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis unit Pemilik Risiko
yang merupakan penjabaran dari visi dan misi BPKP;

3. mengidentifikasi dengan proses bisnis unit Pemilik Risiko;

4. mengidentifikasi pemangku kepentingan, yaitu pihak-pihak di dalam
dan di luar unit Pemilik Risiko yang terlibat dalam proses bisnis unit
Pemilik Risiko;

5. merumuskan kriteria dampak dan frekuensi peristiwa risiko yang
bertujuan untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas
dari risiko; dan

6. menetapkan selera risiko.

Pada dasarnya, penetapan tujuan merupakan inti dari Penetapan Konteks.
Dalam penetapan tujuan, unit Pemilik Risiko harus mempunyai unsur kriteria
keberhasilan atau indikator kinerja kunci sebagai dasar pengukuran atau
kriteria evaluasi pencapaian tujuan dan juga digunakan untuk mengidentifikasi
dan mengukur dampak atau konsekuensi risiko yang dapat mengganggu tujuan
unit Pemilik Risiko.

Tahapan Penetapan Konteks dalam Manajemen Risiko (disesuaikan dari
Pedoman 1-3) sebagaimana berikut

No Tahapan Ringkasan

1  Identitas Pemilik/Pengelola Risiko Menentukan siapa pemilik risiko & pengelolanya.
%  [MEHGHE Benerapen Mene.tapkan j:a‘ngka waktu penerapan

manajemen risiko.

Keberlangsungan (Going Mengidentifikasi potensi ancaman yang bisa
Concern) mengganggu keberadaan unit.
Menetapkan tujuan strategis sesuai Renstra,
kontrak kinerja, atau program kerja.
Mengacu pada peraturan resmi tentang proses
bisnis organisasi.

4 Sasaran/Program Strategis

5  Proses Bisnis

Daftar pihak internal/eksternal yang terkait
dengan hasil/manfaat organisasi.

Menentukan batas risiko yang masih dapat
diterima.

Menentukan ukuran kemungkinan dan dampak
risiko.

6  Pemangku Kepentingan
7  Selera Risiko

8  Kriteria Risiko

9 Matriks Analisis Risiko Peta risiko berdasarkan kombinasi kemungkinan
& dampak.

Kesimpulan Ringkasnya dalam Proses penetapan konteks adalah
memastikan siapa yang bertanggung jawab, tujuan apa yang ingin dicapai, apa
ancamannya, siapa yang terlibat, berapa batas risiko yang bisa diterima, serta
bagaimana cara menilai dan memetakan risiko.
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Pedoman ini menggunakan 8 (tiga) konteks Risiko untuk semua tingkatan
UPR, meliputi sebagaimana berikut:

Penetapan Konteks

Risiko Reputasi

Risiko Keuangan

Risiko Fraud/Kecurangan

Risiko Hukum

Risiko Kecelakaan Kerja

Risiko Layanan

Risiko Kinerja

Risiko Pelanggaran Disiplin /
Etik

Konteks Manajemen Risiko

Dilakukan untuk memastikan bahwa potensi hambatan yang dapat
menurunkan tingkat kepercayaan publik, lembaga mitra, dan pemangku
kepentingan eksternal terhadap organisasi dapat diidentifikasi dan dikelola.
Fokus pada menjaga citra, integritas, serta legitimasi organisasi.

Konteks Risiko ini cukup rentan terjadi di Kementerian Negara/Lembaga
Pemerintah Nonkementerian (LPNK)/Pemerintah Daerah (K/L/D). Risiko
keuangan merupakan Risiko kerugian negara akibat kesalahan administrasi
dalam pengelolaan keuangan. Penetapan konteks dilakukan berdasarkan hasil
temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan yang akan
mempengaruhi opini BPK atas laporan keuangan. Termasuk Hasil Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah

Konteks Manajemen Risiko untuk risiko keuangan juga dibutuhkan untuk
memastikan bahwa seluruh pengelolaan anggaran, aset, dan barang milik
negara yang dimiliki atau digunakan oleh Komisi Yudisial dikelola secara
ekonomis, efisien, dan efektif. Penetapan konteks ini bertujuan untuk
meminimalkan risiko pemborosan, penyalahgunaan, kerusakan, atau
kehilangan aset dan barang milik negara, sekaligus memastikan kemampuan
organisasi dalam mendukung pencapaian tugas dan fungsi secara optimal.
Dilakukan untuk memastikan adanya pencegahan, pendeteksian, dan
penindakan  terhadap perbuatan yang mengandung penipuan,
penyalahgunaan wewenang, penggelapan, atau kecurangan lainnya. Fokus
pada menjaga integritas organisasi dan menciptakan lingkungan kerja bebas
praktik penyimpangan. Sumber atas Penetapan konteks ini juga dapat
dilakukan dilakukan berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), Hasil Audit Tujuan Tertentu APIP dengan katagori temuan
Fraud/kecurangan dalam pengelolaan keuangan/BMN termasuk dalam proses
pengadaan barang/jasa

Dilakukan untuk memastikan organisasi terlindungi dari potensi tuntutan,
gugatan, atau upaya hukum lain yang dapat mengganggu keberlangsungan
tugas dan fungsi. Fokus pada kepatuhan hukum dan mitigasi risiko akibat
tindakan/kebijakan organisasi.

Dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap kesehatan dan
keselamatan pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan. Fokus pada
penerapan standar K3 agar potensi cedera fisik maupun mental dapat
diminimalkan.

Dilakukan untuk memastikan bahwa standar layanan organisasi dapat
dilaksanakan secara konsisten, adil, dan sesuai dengan harapan pemangku
kepentingan. Fokus pada pencegahan penyimpangan kualitas layanan yang
menurunkan kepuasan pengguna.

Dilakukan untuk memastikan pencapaian sasaran, target, dan indikator kinerja
sesuai kontrak kinerja maupun perencanaan strategis. Fokus pada hambatan
yang dapat menyebabkan target kinerja tidak tercapai.

Dilakukan untuk memastikan perilaku pimpinan, pejabat, maupun pegawai
sesuai aturan perundang-undangan, kode etik, dan kode perilaku organisasi.
Fokus pada pencegahan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang,
dan tindakan tidak etis.(Non Keuangan)

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penetapan konteks
Manajemen Risiko Entitas Komisi Yudisial, Eselon I dan Biro/Pusat dapat
dijabarkan dalam sub bab berikut ini.
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3.1. Tahap [: Menetapkan Konteks Risiko

Tahap pertama adalah menentukan konteks Risiko yang akan

diidentifikasi, beserta sasaran dan indikator kinerja yang dijadikan acuan
dalam melakukan identifikasi Risiko. Tahap penetapan konteks Risiko,
sasaran dan indikator kinerja ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Tahap Penetapan Konteks Risiko, Sasaran, dan Indikator Kinerja

Instansi/Unit Pemilik Risiko : Komisi Yudisial
Periode Penerpan 12026

Tujuan/Sasaran Nama Tujuan, . ¢ Risiko
g £ ¢ Indikator Kinerja/Probis
Strategls/Program/ Kegiatan Sasaran/Progranm/Kegiatan Katagori Risiko  Pernyataan Risiko

Konteks MR Risiko Fraud/Kecurangan

Konteks MR Risiko Hukum

[

Konteks MR Risiko Kecelakaan Kerja

Konteks MR Risiko Layanan

I

| | [ [

Kontteks MR Risiko Kinerja

[

| \ [ \

Konteks MR Risiko Pelanggaran Disipiin / Etik

J

J \ L 1

Penjelasan lebih detail tentang Tahap I ini diuraikan pada sub bab

berikut ini.

a.

Langkah 1.1.: Tentukan Unit Pemilik Risiko dan Periode Penerapan
Langkah pertama pada tahap I ini adalah menentukan Unit
Pemiliki Risiko serta periode penerapan Manajemen Risiko yang akan
digunakan. Periode penerapan Manajemen Risiko dibuat per tahun
sesuai periode Rencana Kerja (Renja). Contoh pengisian untuk langkah
1.1 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Contoh Pengisian Tabel pada Langkah 1.1.

Instansi/Unit Pemilik Risiko  : Komisi Yudisial
Periode Penerpan :2026

Tujuan/Sasaran Nama Tujuan, = . Risiko
. : £ . Indikator Kinerja/Probis

Strategls/Program/ Kegiatan Sasaran/Program/Kegiatan Katagori Risiko  Pernyataan Risiko

Unit Pemilik Risiko(UPR) dapat dipilih berdasarkan konteks

Manajemen Risiko yang disusun, yaitu:

. UPR tingkat Entitas, diisi dengan Komisi Yudisial;

. UPR tingkat Eselon I, diisi dengan nomenklatur Sekretariat
Jenderal

Ll UPR tingkat Eselon II diisi dengan nomenklatur masing-
masing Biro/Pusat.

Langkah 1.2.: Tentukan Strategi/Program/Kegiatan Berdasarkan
Konteks Risiko

Langkah kedua pada tahap I ini adalah menentukan
strategi/program/kegiatan berdasarkan UPR yang telah ditentukan
sebelumnya. -Strategi- diisi untuk UPR tingkat Entitas Komisi
Yudisial, -Program- diisi untuk UPR tingkat Uselon I, sedangkan
untuk -Kegiatan- diisi untuk UPR tingkat eselon Il
Strategi/Program /Kegiatan (Kode= SS/P/K) yang diisi harus sesuai
dengan Strategi/Program/Kegiatan yang tertera pada Renstra Komisi
Yudisial. Contoh pengisian untuk langkah 1.2. dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
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Tabel 3 Contoh Pengisian Tabel pada Langkah 1.2.

InstansiUnit Pemiiik Risiko
Periode Penerpan

: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
12028

Risiko

Tujuan/Sasaran
Strategls/Program/ Kegiatan

Nama Tujuan,

Indikator Kinerja/Probi:
Sasaran/Program/Kegiatan ; i

Pernyataan Risiko
6

Katagori Risiko
2 3
Konteks MR Risiko Reputasi
1 |Program Dukungan Managmen I | ] I

Kolom (1) :
Kolom (2)

diisi dengan nomor urut; dan
: diisi dengan strategi/program/kegiatan yang terkait
dengan sasaran yang akan ditetapkan.

Langkah 1.3.: Tentukan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Sasaran Strategis/Sasaran Program dan Indikator Kinerja
Program/Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Untuk
Setiap Strategi/Program/Kegiatan

Langkah ketiga pada tahap I ini adalah menentukan Sasaran
Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)/Sasaran
Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP)/Sasaran Kegiatan
(SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk setiap
Strategi/Program /Kegiatan yang telah ditentukan pada langkah
sebelumnya. SS dan IKSS diisi untuk UPR tingkat Komisi Yudisial, SP
dan IKP diisi untuk UPR tingkat Uselon I, sedangkan SK dan IKK diisi
untuk UPR tingkat eselon II.

SS dan IKSS/SP dan IKP/SK dan IKK yang diisi harus sesuai
dengan target kinerja dan pendanaan yang tertera pada Renstra
Komisi Yudisial. Contoh pengisian untuk langkah 1.3. dapat dilihat
pada tabel berikut ini.

Tabel 4 Contoh Pengisian Tabel pada Langkah 1.3.

| Instansi/Unit Pemilik Risiko
| Periode Penerpan

Konteks MR Risiko Rep

: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
12026

1 [Program Dukungan Manajemen

Meningkatnya Kualitas Tata

Predikat Baik Tata Kelola
Layanan Internal

Kelola Layanan Internal

Kolom (3) : diisi dengan SS/SP/SK; dan
Kolom (4) : diisi dengan IKSS/IKP/IKK.

Langkah 1.4.: Tentukan Katagori Risiko untuk setiap Indikator Kinerja
Stregtis/Program /Kegiatan

Langkah keempat Untuk mengoptimalkan proses identifikasi
risiko untuk  setiap indikator kinerja pada indikator
strategis/program/kegiatan perlu dilakukan penentuan kategori
risiko, terdapat syarat jumlah minimal kategori risiko yang harus
diidentifikasi sebelum menentukan pernyataan risiko/potensi risiko,
adapun syarat pengidentifikasian risiko dijelaskan sebagaimana tabel
dibawah ini:
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Tabel 4a Syarat Minimal identifikasi Kategori Risiko

UPR Entitas KY

4 (empat) Kriteria Risiko meliputi Reputasi, Hukum
dan Fraud, Disiplin/Etik

UPR T- 1(Sekjen)

6(enam) Kriteria Risiko meliputi Risiko Reputasi,
Risiko Fraud/Kecurangan, Risiko Hukum, Risiko
Layanan, Risiko Kinerja, Risiko Pelanggaran Disiplin
/ Etik

UPR T-2 (Biro/Pusat)

7 (tujuh) Kriteria Risiko meliputi, Risiko Keuangan,
Risiko Fraud/Kecurangan, Risiko Hukum, Risiko
Kecelakaan Kerja, Risiko Layanan, Risiko Kinerja,
Risiko Pelanggaran Disiplin / Etik

Terdapat perbedaan atas pemenuhan/pengisian atas risiko

fraud berupa moderat, signifikan dan sangat signifikan, bagi
entitas/unit kerja yang menentukan skala dampaknya adalah
tidak signifikan dan minor dapat mengabaikan pengisian
identifikasi risiko fraud. Atas kondisi tersebut Tim UMR melakukan
verikasi terhadap unit kerja yang menentukan skala dampaknya
berupa tidak signfikan dan minor untuk dilakukan kroscek
berdasarkan hasil pengawasan ekstern (BPK) dan hasil
pengawasan intern(APIP), adapun jenis-jenis katagori risiko
penjelasannya sebagaimana tabel 5 dibawa ini:

Tabel 5 Kategori Risiko

Dilakukan untuk memastikan bahwa potensi
hambatan vyang dapat menurunkan tingkat

! Risiko Reputasi

2 Risiko Keuangan

kepercayaan publik, lembaga mitra, dan pemangku
kepentingan eksternal terhadap organisasi dapat
diidentifikasi dan dikelola. Fokus pada menjaga citra,
integritas, serta legitimasi organisasi.

Konteks Risiko ini cukup rentan terjadi di Kementerian
Negara/Lembaga  Pemerintah  Nonkementerian
(LPNK)/Pemerintah Daerah (K/L/D). Risiko keuangan
merupakan Risiko kerugian negara akibat kesalahan
administrasi  dalam  pengelolaan  keuangan.
Penetapan konteks dilakukan berdasarkan hasil
temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas
laporan keuangan yang akan mempengaruhi opini
BPK atas laporan keuangan. Termasuk Hasil Audit
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Konteks Manajemen Risiko untuk risiko keuangan
juga dibutuhkan untuk memastikan bhahwa seluruh
pengelolaan anggaran, aset, dan barang milik negara
yang dimiliki atau digunakan oleh Komisi Yudisial
dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif.
Penetapan  konteks ini  bertujuan  untuk
meminimalkan risiko pemborosan, penyalahgunaan,
kerusakan, atau kehilangan aset dan barang milik
negara, sekaligus memastikan kemampuan organisasi
dalam mendukung pencapaian tugas dan fungsi
secara optimal.
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Dilakukan untuk memastikan adanya pencegahan,
pendeteksian, dan penindakan terhadap perbuatan
yang mengandung penipuan, penyalahgunaan
wewenang, penggelapan, atau kecurangan lainnya.
Fokus pada menjaga integritas organisasi dan

Risiko Fraud / menciptakan lingkungan kerja bebas praktik
2 Kecurangan (Aspek penyimpangan. Sumber atas Penetapan konteks ini
Kuangan) juga dapat dilakukan dilakukan berdasarkan hasil

temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hasil Audit
Tujuan Tertentu APIP dengan katagori temuan

Fraud/kecurangan dalam pengelolaan
keuangan/BMN termasuk dalam proses pengadaan
barang/jasa

Dilakukan untuk memastikan organisasi terlindungi
dari potensi tuntutan, gugatan, atau upaya hukum
4 Risiko Hukum lain yang dapat mengganggu keberlangsungan tugas
dan fungsi. Fokus pada kepatuhan hukum dan
mitigasi risiko akibat tindakan/kebijakan organisasi.
Dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap
kesehatan dan keselamatan pegawai dalam
5 Risiko Kecelakaan Kerja melaksanakan tugas kedinasan. Fokus pada
penerapan standar K3 agar potensi cedera fisik
maupun mental dapat diminimalkan.
Dilakukan untuk memastikan bahwa standar layanan
organisasi dapat dilaksanakan secara konsisten, adil,
6 Risiko Layanan dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
Fokus pada pencegahan penyimpangan kualitas
layanan yang menurunkan kepuasan pengguna.
Dilakukan untuk memastikan pencapaian sasaran,
target, dan indikator kinerja sesuai kontrak kinerja

7 Risiko Kinerja maupun perencanaan strategis. Fokus pada
hambatan yang dapat menyebabkan target kinerja
tidak tercapai.

Dilakukan untuk memastikan perilaku pimpinan,
pejabat, maupun pegawai sesuai aturan perundang-
Risiko Pelanggaran undangan, kode etik, dan kode perilaku organisasi.
Disiplin / Etik Fokus pada pencegahan pelanggaran disiplin,
penyalahgunaan wewenang, dan tindakan tidak

etis.(Non Keuangan)

o]

Tabel 6 Contoh Pengisian Tabel Kategori Risiko.

Konteks MR Risiko Kinerja

Program Penegakan Integritas  Meningkatnya Kualitas Sistem Facsenies Penyeiasiag

1 Penanganan Laporan Dugaan Kinerja

Hakim Pengawasan Perilaku Hakim Pelanggaran KEPPH Tepat Wakiu

Kolom (3) : diisi dengan SS/SP/SK; dan
Kolom (4) : diisi dengan IKSS/IKP/IKK.
Kolom (5) : diisi dengan kategori risiko sesuai tabel 5.

Tahap selanjutnya setelah melakukan identifikasi dan menentukan
katagori risiko sebagaimana tabel katagori risiko diatas langkah selanjutnya
adalah mengidentifikasi dan menentukan Selera Risiko, penetapan selera risiko
ditentukan dan menjadi tanggung jawab dari pemilik risiko. Pengertian Selera
Risiko adalah jumlah dan tipe Risiko yang dapat diterima organisasi dalam
rangka mewujudkan tujuan/sasaran yang ditetapkan. Unit kerja perlu
mempertimbangkan selera risikonya berada dilevel sangat rendah, moderat atau
tinggi. Untuk di Komisi Yudisial penetapan selera risiko pada tingkat entitas,
Eselon I dan Eselon Il akan ditetapkan oleh Ketua Komisi Yudisial.
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Dalam penentuan selera risiko ada dilevel sangat rendah, rendah, moderat
satuan kerja/unit kerja dapat memperhatikan hal-hal sebagaimana berikut:

Tingkat Selera Risiko Penjelasan Dampak dan Konsekwensi atas Tingkatan Selera Risiko

Unit kerja sangat konservatif, hampir semua risiko harus dimitigasi.
Beban mitigasi tinggi: banyak prosedur, audit, dokumentasi.
Selers Risiko Sangat : : :
Rendah (Skor 1_'55) ~ Efek samping: pengambilan keputusan lambat, inovasi terhambat, biaya

Kesimpulan: Unit kerja terbebani berat oleh mitigasi risiko.
Unit kerja bersikap ternkur, hanya risiko signifikan yang dimitigasi maksimal.
Beban mitigasi sedang, masih ada prosedur dan kontrol, tapi tidak
S
lera Risiko era i y
(Skor 11-15) Efek samping: beberapa risiko kecil mungkin dibiarkan — potensi masalah
minor.
Kesimpulan: Beban mitigasi seimbang, masih memungkinkan fleksibilitas
dan inovasi.
Unit kerja lebih berani mengambil risiko, banyak risiko dibiarkan tanpa
 mitigasi maksimal.
Beban mitigasi rendah, tapi risiko nyata meningkat — potensi kerugian
finansial, reputasi, hukum.

Efek -mmhdaammimhlﬂkm masalah besar jika risiko yang diambil
ternyata terjadi.

(Skor 16-20)

Kesimpulan: Unit kerja tidak terbebani mitigasi, tapi harus Siap
menanggung risiko negatif lebih besar.

Terkait dengan contoh untuk level selera risiko moderat sebagaimana tabel
dibawah ini:

| Matriks Analisis 1 2
Risiko 5 x 5 5
3 Tidak Misior
gnifikan
Hampir 3.
5| pasti |11 15 1\
terjadi bl
Sering

4 | terjadi
Kadang
terjoadi

Jarang
2| terjadi

Tingkat Kemungkinan
TR

Hampir
1 tidak

Garis Tol

Gambar 1 Selera Risiko tingkat Entitas

3.2. Tahap II: Identifikasi Risiko untuk Setiap IKSS/IKP/IKK

Dalam melakukan identifikasi risiko, diperlukan pemahaman sebagai
berikut:

1. Kejadian risiko merupakan pernyataan kondisional atas peristiwa/
keadaan yang berpotensi menggagalkan, menunda, menghambat atau
tidak mengoptimalkan pencapaian sasaran/tujuan organisasi. Kejadian
risiko dapat berupa sesuatu yang tidak diharapkan namun terjadi yaitu
kerugian, pelanggaran, kegagalan, atau kesalahan. Namun demikian,
kejadian risiko bukan merupakan negasi (berlawanan) dari
sasaran/tujuan organisasi.

2. Dampak risiko merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan
setelah risiko terjadi.

3. Identifikasi risiko dilakukan terhadap unit Pemilik Risiko baik level
entitas/Komisi Yudisial maupun unit kerja Eselon I dan II dibantu oleh
Pengelola Risiko di setiap unit Pemilik Risiko.
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a. Langkah 2.1.: Lakukan Identifikasi Risiko

Langkah pertama pada tahap Il ini adalah setelah disetujuinya
Dokumen Rencana Strategis/Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja,
Pengelola Risiko melakukan identifikasi risiko terhadap
sasaran/program/kegiatan dokumen tersebut pada awal tahun
dengan mempertimbangkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan
(SOP) dan uraian jabatan yang ada. Identifikasi Risiko dilakukan
untuk setiap IKSS/IKP/IKK yang telah ditentukan pada tahap
sebelumnya. Identifikasi Risiko dilakukan dengan
mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal yang
berpotensi menghambat capaian kinerja Entitas/UKE I/Biro/Pusat,
dengan mengacu pada Tabel 5 Kategori Risiko. Kegiatan identifikasi
Risiko dilaksanakan dengan mekanisme rapat/Focus Group
Discussion (FGD)/pembahasan lainnya.

b. Langkah 2.2.: Tentukan Pernyataan Risiko/potensi Penyebab Risiko
Langkah kedua pada tahap II ini adalah menentukan potensi
penyebab Risiko berdasarkan hasil identifikasi Risiko pada langkah
sebelumnya. Penentuan potensi penyebab Risiko dapat dilakukan
dengan mengisi tabel berikut ini.

Contoh pengisian Pernyataan Risiko/Potensi Risiko untuk
langkah 2.2. dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| InstansifUnit Pemilik Risike  : Biro Pengawasan Perilaku Hakim

| Periode Penerpan +2025
D
Konteks MR Risiko Kinerja
Program Penegakan Integritas  Meningkatnya Kualtas Sistem Phracpes Fary " |Penyelesaian Penaganan laporan tepat
1 Hakim Pengawasan Periaky Hakim | angenan Laporan Dugaar Kiner® |k tiak sesua target
ik Pelanggaran KEPPH Tepat Waktu 1

Tabel 6 Contoh Pengisian Tabel pada Langkah 2.2.

Kolom (5) : diisi dengan kategori risiko sesuai tabel 5

Kolom (6) : diisi dengan pernyataan risiko/potensi Risiko yang
teridentifikasi berpotensi menghambat capaian SS dan
IKSS/SP dan IKP/SK dan IKK. Penentuan potensi Risiko
dilakukan atas kategori risiko; Reputasi, Risiko Keuangan,
Risiko Fraud / Kecurangan (Aspek Kuangan), Risiko
Hukum, Risiko Kecelakaan Kerja, Risiko Layanan, Risiko
Kinerja, Risiko Pelanggaran Disiplin / Etik dengan
memenuhi syarat identifikasi sebagaimana tabel 4a.

c. Langkah 2.3.: Tentukan Dampak atas setiap Pernyataan Risiko
Langkah kedua pada tahap ini adalah dampak atas setiap potensi
penyebab risiko yang telah ditetapkan. Penentuan potensi dampak
atas penyebab Risiko dapat dilakukan dengan mengisi tabel berikut
ini.
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Contoh pengisian dampak atas Pernyataan Risiko/Potensi Risiko

indikator Kinerja/Probis

Sasaran/Program/Kegiatan

untuk langkah 2.3. dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Risiko

Pernyataan Risiko

4 " Persentzse Penyelesaian Penyelesaian Penaganan laporan tepat [Penurunan Kinerja dan
1 Program Pem Inegrizs h;enlngmmya: u;d:: i?:: Penanganan Laporan Dugaan Kinerja waktu tidak sesual target |Reputasi Kualitas SP.1
9 ! Pelanggaran KEPPH Tepat Waldu Pengawasan

Tabel 6a Contoh Pengisian Tabel Dampak.
Tabel 6a Contoh Pengisian Tabel pada Langkah 2.3.

Kolom (7)

diisi dengan uraian dampak atas setiap pernyataan

risiko/potensi Risiko, dampak dapat diuraikan sekaligus
lebih dari satu

3.3. Tahap III: Penetapan Kriteria Risiko

Langkah 3.1.: Tentukan Parameter Dampak Risiko
Langkah pertama pada tahap ini adalah menentukan parameter
dampak Risiko yang menggambarkan seberapa signifikan dampak
potensi Risiko yang ditimbulkan terhadap UPR hingga level Entitas.
Parameter dampak Risiko ditentukan setiap awal tahun sebelum
penerapan Manajemen Risiko pada tahun berjalan dilaksanakan.
Parameter dampak Risiko yang berlaku di Komisi Yudisial/Eselon

a.

AREA DAMPAK

Risiko Reputasi - Entitas

Risiko Reputasi - Unit E1

Risiko Hukum - Entitas

I dan Biro/Pusat menggunakan 5 (lima)

dijabarkan pada tabel berikut ini:

TIDAK
SIGNIFIKAN

1

Isu negatif
diketahui/bersif
atinternal,
hanya diketahui
sebagian kecil
pegawai. Tidak
berdampak
pada unit kerja
internal

Isu negatif
diketahui/bersif
atinternal,
hanya diketahui
sebagian kedl
pegawai. Tidak
berdampak
pada unit kerja
internal

Perdata x < 100
juta
Administratif:
tergugat
merupakan
Pimpinan/Anggo
ta Komisi
Yudisial

Tabel 11 Parameter Level Dampak Risiko

Isu negatif
diketahui/bersifa
tinternal,
diketahui
sebagian besar
pegawai. Tidak
berdampak pada
unit kerja
internal maupun
mitra eksternal
dan publik

Isu negatif
diketahui/bersifa
tinternal,
diketahui
sebagian besar
pegawai. Tidak
berdampak pada
unit kerja
internal maupun
mitra eksternal
dan publik
Perdata 100 juta
<x<1M
Administratif:
tergugat
merupakan
Pimpinan/Anggo
ta Komisi
Yudisial

LEVEL DAMPAK

MODERAT

3

Isu negatif
diketahui/bersifat
internal, terdapat
pemberitaan
dalam media
sosial internal,
berdampak pada
unit kerja internal
maupun mitra
eksternal dan
publik

Isu negatif
diketahui/bersifat
internal, terdapat
pemberitaan
dalam media
sosial internal,
berdampak pada
unit kerja internal
maupun mitra
eksternal dan
publik
Pidanax<1
tahun
tersangka/terdak
wa merupakan
Pimpinan/Anggot
a Komisi Yudisial
terkait Perdata
IM<x<10M
Administratif:
tergugat
merupakan
Pimpinan/Anggot
a Komisi Yudisial

SIGNIFIKAN

4

Isu negatif diketahui oleh
eksternal/
masyarakat/publik/stakehol
der berdampak menurunkan
tingkat kepercayaan
eksternal terhadap reputasi
KY sebagai lembaga penjaga
kerhormatan hakim

Isu negatif diketahui oleh
eksternal/
masyarakat/publik/stakehol
der berdampak menurunkan
tingkat kepercayaan
eksternal terhadap reputasi

KY sebagai lembaga penjaga
kerhormatan hakim

Pidana 1 Tahun < x £ 5 tahun
tersangka/terdakwa:merupa
kan Pimpinan/Anggota
Komisi Yudisial . Perdata
10M < x < 100M,
Administratif:tergugat
merupakan merupakan
Pimpinan/Anggota Komisi
Yudisial

skala penilaian yang

SANGAT SIGNIFIKAN

5

Isu negatif diketahui oleh
eksternal/
masyarakat/publik/stakehalder/
mitra strategis berdampak
menurunkan tingkat kepercayaan
eksternal terhadap reputasi KY
sebagai lembaga penjaga
kerhormatan hakim, serta
berpotensi mengurangi
dukungan politik, anggaran,
bahkan fungsi kelembagaan.

Isu negatif diketahui oleh
eksternal/
masyarakat/publik/stakeholder/
mitra strategis berdampak
menurunkan tingkat kepercayaan
eksternal terhadap reputasi KY
sebagai lembaga penjaga
kerhormatan hakim, serta
berpotensi mengurangi
dukungan politik, anggaran,
bahkan fungsi kelembagaan.
Pidana x > 5 tahun
tersangka/terdakwa: merupakan
Pimpinan/Anggota Komisi
Yudisial . Perdata x > 100M
tergugat merupakan
Pimpinan/Anggota Komisi
Yudisial



Risiko Hukum - E1

Risiko Hukum - E2

Risiko Pelanggaran Disiplin / Etik -
Entitas

Risiko Pelanggaran Disiplin / Etik -
E1

Risiko Pelanggaran Disiplin / Etik -
E2

Risiko Fraud/Kecurangan - Entitas
Risiko Fraud/Kecurangan - E1

Risiko Fraud/Kecurangan - E2

Perdata x < 100
juta
Administratif:
tergugat
merupakan
Pimpinan
Sekretariat
Jenderal Komisi
Yudisial

Perdata x < 100
juta
Administratif:
tergugat
merupakan
Pejabat/Pegawa
i di lingkungan
Unit Kerja
terkait

Pelanggaran
ringan, hanya
berdampak
pada individu,
tidak
memengaruhi
layanan unit,
dan diketahui
terbatas secara
internal.

Pelanggaran
ringan, hanya
berdampak
pada individu,
tidak
memengaruhi
layanan unit,
dan diketahui
terbatas secara
internal.

Rp.0
Rp.0

Rp.0
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Perdata 100 juta
<x<1M
Administratif:
tergugat
merupakan
Pimpinan
Sekretariat
lenderal Komisi
Yudisial

Perdata 100 juta
<xs1M
Administratif:
tergugat
merupakan
Pejabat/Pegawai
di lingkungan
Unit Kerja terkait

Kasus mulai
diketahui
terbatas oleh
pemangku
kepentingan
tertentu
(misalnya mitra
kerja),
menurunkan
kredibilitas
personal tetapi
belum
menggangeu
kinerja
kelembagaan
Pelanggaran
diketahui di
tingkat unit
kerja,
menurunkan
kredibilitas
personal/kelomp
ok kecil, sedikit
mengganggu
efektivitas
layanan, tetapi
masih dapat
ditangani cepat.

Pelanggaran
diketahui di
tingkat unit
kerja,
menurunkan
kredibilitas
personal/kelomp
ok kecil, sedikit
mengganggu
efektivitas
layanan, tetapi
masih dapat
ditangani cepat.

Rp.1- Rp.499.000
Rp.1- Rp.499.000

Rp.1- Rp.499.000

Pidanax<1
tahun
tersangka/terdak
wa merupakan
Pimpinan
Sekretariat
Jenderal Komisi
Yudisial terkait
Perdata IM<x<
1o0M

tergugat
merupakan
Pimpinan
Sekretariat
Jenderal Komisi
Yudisialt
Pidanax<1
tahun
tersangka/terdak
wa merupakan
Pejabat/Pegawai
di lingkungan
Unit Kerja terkait
Perdata IM < x <
10M
Administratif:
tergugat
merupakan
Pejabat/Pegawai
di lingkungan
Unit Kerja terkait
Kasus diketahui
publik secara
terbatas melalui
media,
menurunkan
kepercayaan
masyarakat,
menimbulkan
keraguan
terhadap
integritas
lembaga.

Pelanggaran
berdampak pada
kinerja unit
(misalnya
keterlambatan
layanan, konflik
internal),
menimbulkan
ketidakpuasan
dari unit
pengguna
layanan, serta
menurunkan
moral pegawai.
Pelanggaran
berdampak pada
kinerja unit
(misalnya
keterlambatan
layanan, konfiik
internal),
menimbulkan
ketidakpuasan
dari unit
pengguna
layanan, serta
menurunkan
moral pegawai.
Rp.500.000 -
Rp,999.999
Rp.500.000 -
Rp,999.999
Rp.500.000 -
Rp,999.999

Pidana 1 Tahun < x5 5 tahun
tersangka/terdakwa:merupa
kan Pejabat/Pegawai di
fingkungan Unit Kerja terkait
. Perdata 10M < x < 100M,
Administratif:tergugat
merupakan merupakan
Pimpinan Sekretariat
Jenderal Komisi Yudisial

Pidana 1 Tahun < x < 5 tahun
tersangka/terdakwa:merupa
kan Pejabat/Pegawai di
lingkungan Unit Kerja terkait
. Perdata 10M < x s 100M,
Administratif:tergugat
merupakan Pejabat/Pegawai
di lingkungan Unit Kerja
terkait

menurunkan legitimasi KY
sebagai lembaga pengawas
hakim, mengganggu
hubungan kelembagaan
dengan DPR, MA, MK, dan
pemangku kepentingan lain.

Kasus terekspos ke publik
internal/eksternal,
menurunkan citra Setjen
sebagai pengelola dukungan
kelembagaan, mengganggu
kelancaran
program/kegiatan, serta
menimbulkan
ketidakpercayaan pada unit
terkait.

Kasus terekspos ke publik
internal/eksternal,
menurunkan citra Setjen
sebagai pengelola dukungan
kelembagaan, mengganggu
kelancaran
program/kegiatan, serta
menimbulkan
ketidakpercayaan pada unit
terkait.

Rp.1 juta < x < Rp.100 juta
Rp.1 juta < x < Rp.100 juta

Rp.1 juta < x < Rp.100 juta

Pidana x > 5 tahun
tersangka/terdakwa: merupakan
Pimpinan Sekretariat Jenderal
Komisi Yudisial . Perdata x >
100M tergugat
merupakanmerupakan Pimpinan
Sekretariat Jenderal Komisi
Yudisial

Pidana x > 5 tahun
tersangka/terdakwa: merupakan
Pejabat/Pegawai di lingkungan
Unit Kerja terkait . Perdata x>
100M tergugat merupakan
Pejabat/Pegawai di lingkungan
Unit Kerja terkait

Krisis reputasi nasional,
kepercayaan publik runtuh,
menimbulkan potensi intervensi
politik/ hukum, mengganggu
stabilitas kelembagaan, bahkan
dapat memicu tuntutan
pembubaran/restrukturisasi KY.

Kasus besar (misalnya fraud,
konflik kepentingan,
penyalahgunaan wewenang)
melibatkan pegawai/unit,
mengganggu operasional Setjen
secara luas, merusak reputasi
Sekjen, bahkan dapat memicu
audit investigatif oleh APIP

Kasus besar {misalnya fraud,
konflik kepentingan,
penyalahgunaan wewenang)
melibatkan pegawai/unit,
mengganggu operasional Setjen
secara luas, merusak reputasi
Sekjen, bahkan dapat memicu
audit investigatif oleh APIP

x > Rp.100 juta
x> Rp.100 juta

x> Rp.100 juta



Risiko Kinerja - Entitas

Risiko Kinerja - E1

Risiko Kinerja - E2

Risiko Keuangan - Entitas

Risiko Keuangan - E1

Risiko Keuangan - E2

Tercapainya
Kinerja secara
menyeluruh di
Komisi Yudisial
dengan
indikator IKU
dan Target
Program
tercapai secara
menyeluruh

SAKIP)
Tercapainya
Kinerja secara
menyeluruh di
lingkungan
Sekretariat
Jenderal Komisi
Yudisial dengan
indikator IKU
dan Target
Program
tercapai secara
menyeluruh
sebesar 100%
({Tidak ada
catatan pada
saat Penilaian
SAKIP)
Tercapainya
Kinerja secara
menyeluruh
pada Unit Kerja
di lingkungan
Sekretariat
Jenderal Komisi
Yudisial dengan
indikator IKU
dan Target
Program
tercapai secara
menyeluruh
sebesar 100%
(Tidak ada
catatan pada
saat Penilaian
SAKIP)
Risiko atas
Pengelolaan
Keuangan
terhadap
Belanja dalam
suatu kegiatan x
< 0,05% dari
nilai belanja/
aset/ kegiatan
yang dikelola
Unit Kerja
Risiko atas
Pengelolaan
Keuangan
terhadap
Belanja dalam
suatu kegiatan x
< 0,05% dari
nilai belanja/
aset/ kegiatan
yang dikelola
Unit Kerja
Risiko atas
Pengelolaan
Keuangan
terhadap
Belanja dalam
suatu kegiatan x
< 0,05% dari
nilai belanja/
aset/ kegiatan
yang dikelola
Unit Kerja
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Tercapainya
Kinerja secara
menyeluruh di
Komisi Yudisial
dengan indikator
IKU dan Target
Program tercapai
secara
menyeluruh
sebesar 100%
(terdapat
catatan pada
saat Penilaian
SAKIP)

Tercapainya
Kinerja secara
menyeluruh di
lingkungan
Sekretariat
Jenderal Komisi
Yudisial dengan
indikator IKU dan
Target Program
tercapai secara
menyeluruh
sebesar 100%
(terdapat
catatan pada
saat Penilaian
SAKIP)

Tercapainya
Kinerja secara
menyeluruh
pada Unit Kerja
di lingkungan
Sekretariat
Jenderal Komisi
Yudisial dengan
indikator IKU dan
Target Program
tercapai secara
menyeluruh
sebesar 100%
(terdapat

Risiko atas
Pengelolaan
Keuangan
terhadap Belanja
dalam suatu
kegiatan 0,05% <
x < 0,25% dari
nilai belanja/
aset/ kegiatan
yang dikelola
Unit Kerja
Risiko atas
Pengelolaan
Keuangan
terhadap Belanja
dalam suatu
kegiatan 0,05% <
x £0,25% dari
nilai belanja/
aset/ kegiatan
yang dikelola
Unit Kerja
Risiko atas
Pengelolaan
Keuangan
terhadap Belanja
dalam suatu
kegiatan 0,05% <
x £ 0,25% dari
nilai belanja/
aset/ kegiatan
yang dikelola
Unit Kerja

Tidak tercapainya
Kinerja secara
menyeluruh di
Komisi Yudisial
dengan indikator
KU dan Target
Program tercapai
hanya 95% (Tidak
ada catatan pada
saat Penilaian
SAKIP)

Tidak tercapainya
Kinerja secara
menyeluruh di
lingkungan
Sekretariat
Jenderal Komisi
Yudisial dengan
indikator IKU dan
Target Program
tercapai hanya
95% (Tidak ada
catatan pada saat
Penilaian SAKIP)

Tidak tercapainya
Kinerja secara
menyeluruh pada
Unit Kerja di
lingkungan
Sekretariat
Jenderal Komisi
Yudisial dengan
indikator IKU dan
Target Program
tercapai hanya
95% (Tidak ada
catatan pada saat
Penilaian SAKIP)

Risiko atas
Pengelolaan
Keuangan
terhadap Belanja
dalam suatu
kegiatan 0,25% <
x < 0,5% dari nilai
belanja/ aset/
kegiatan yang
dikelola Unit
Kerja
Risiko atas
Pengelolaan
Keuangan
terhadap Belanja
dalam suatu
kegiatan 0,25% <
x < 0,5% dari nilai
belanja/ aset/
kegiatan yang
dikelola Unit
Kerja
Risiko atas
Pengelolaan
Keuangan
terhadap Belanja
dalam suatu
kegiatan 0,25% <
x £ 0,5% dari nilai
belanja/ aset/
kegiatan yang
dikelola Unit
Kerja

Tidak tercapainya Kinerja
secara menyeluruh di Komisi
Yudisial dengan indikator
IKU dan Target Program
tercapai hanya 95%
(Terdapat catatan pada saat
Penilaian SAKIP)

Tidak tercapainya Kinerja
secara menyeluruh di
lingkungan Sekretariat
Jenderal Komisi Yudisial
dengan indikator IKU dan
Target Program tercapai
hanya 95% (Terdapat
catatan pada saat Penilaian
SAKIP)

Tidak tercapainya Kinerja
secara menyeluruh pada
Unit Kerja di lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi
Yudisial dengan indikator
IKU dan Target Program
tercapai hanya 95% dan
Terdapat catatan pada saat
Penilaian SAKIP)

Risiko atas Pengelolaan
Keuangan terhadap Belanja
dalam suatu kegiatan 0,5% <
x < 1% dari nilai belanja/
aset/ kegiatan yang dikelola
Unit Kerja

Risiko atas Pengelolaan
Keuangan terhadap Belanja
dalam suatu kegiatan 0,5% <
% < 1% dari nilai belanja/
aset/ kegiatan yang dikelola
Unit Kerja

Risiko atas Pengelolaan
Keuangan terhadap Belanja
dalam suatu kegiatan 0,5% <
x < 1% dari nilai belanja/
aset/ kegiatan yang dikelola
Unit Kerja

Tidak tercapainya Kinerja secara
menyeluruh di Komisi Yudisial
dengan indikator IKU dan Target
Program tercapai hanya 90%

Tidak tercapainya Kinerja secara
menyeluruh di lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi
Yudisial dengan indikator IKU dan
Target Program tercapai hanya
90%

Tidak tercapainya Kinerja secara
menyeluruh pada Unit Kerja di
lingkungan Sekretariat lenderal
Komisi Yudisial dengan indikator
IKU dan Target Program tercapai
hanya 90%

Risiko atas Pengelolaan Keuangan
terhadap Belanja dalam suatu
kegiatan x > 1% dari nilai belanja/
aset/ kegiatan yang dikelola Unit
Kerja

Risiko atas Pengelolaan Keuangan
terhadap Belanja dalam suatu
kegiatan x > 1% dari nilai belanja/
aset/ kegiatan yang dikelola Unit
Kerja

Risiko atas Pengelolaan Keuangan
terhadap Belanja dalam suatu
kegiatan x > 1% dari nilai belanja/
aset/ kegiatan yang dikelola Unit
Kerja
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Tidak Berbahaya Gangguan Gangguan Gangguan kesehatan fisik Kematian
kesehatan fisik kesehatan fisik dan/atau mental berat
ringan (mampu dan/atau mental (tidak mampu melaksanakan
F bekerja pada hari  sedang (tidak tugas > 3 minggu atau cacat
S0 Megetwiann Henjn - B2 yang sama) mampu tetap dan gangguan jiwa)
melaksanakan
tugas 1 haris.d. 3
minggu)
x < 25% dari 25% < x < 50%< x < 75%
jam 50%dari jam  dari jam 75% =< x < 90% dari jam x 2 90% dari jam
Risiko Layanan - Entitas operasional operasional operasional operasional layanan ;)perasion al lav hari
layanan layanan layanan harian -
harian harian harian
x < 15%dari 15%sx< 40% = x < 65%
jam 40% dari jam  dari jam 65% < x < 80% dari jam + > HO%. dai juin
Risiko Layanan - E1 operasional operasional operasional operasional layanan 3 Ia tids
layanan layanan layanan harian I ypRag At
e 10% s x < 25% 25% < x < 50%
g e 10% adel o dari jam dari jam 50% < x < 65% dari jam x 2 65% dari jam operasional
Risiko Layanan - E2 operasional ; : : ; >
operasional operasional operasional layanan harian layanan harian

layanan harian

layanan harian layanan harian

b. Langkah 3.2.: Tentukan Parameter Kemungkinan Terjadinya Risiko

Langkah kedua pada tahap V ini adalah menentukan parameter

kemungkinan terjadinya Risiko. Parameter ini mengukur perkiraan
waktu terjadinya Risiko dalam 1 (satu) tahun.

Parameter kemungkinan terjadinya Risiko juga ditentukan setiap
awal tahun sebelum penerapan Manajemen Risiko pada tahun
berjalan dilaksanakan. Parameter kemungkinan terjadinya Risiko
ditentukan untuk tingkat Kementerian dan berlaku untuk seluruh
UPR di lingkungan Kementerian Hukum. Parameter kemungkinan
terjadinya Risiko dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

kinan Terjadinya Risiko

Kriteria Kemungkinan

Tabel 12 Parameter Kemun

LEVEL KEMUNGKINAN

Risiko yang lebih ditoleransi

Risiko dengan teloransi

Persentase Jumlah Frekuensi
Hampir tidak terjadi 1 xs 1%; x < 2 kali dalam 1 tahun s 1 kejadian dalam lebih dari 5 tahun terakhir
Jarang terjadi 2| 1%<x<10% | 2<x<5kalidalam 1 tahun 1 kejadian dalam
lebih dari 5 tahun terakhir

Kadang terjadi 3| 10%<x<20%] 6 <x=9 kalidalam 1 tahun 1 kejadian dalam lebih dari 3 tahun terakhir
|Sering terjadi 20% < x=50%; 10 <x=< 12kalidalam 1tahun 1 kejadian dalam lebih dari 2 tahun terakhir

Hampir Pasti terjadi 5 x > 50%; x > 12 kali dalam 1 tahun 2 1 kejadian dalam lebih dari 1 tahun terakhir

Keterangan:

Kriteria kemungkinan ditentukan oleh pemilik Risiko dengan
pertimbangan sebagai berikut:
= persentase kemungkinan terjadi, digunakan apabila terdapat
populasi yang jelas atas kegiatan tersebut. Tingkat keterjadian (x)
dihitung melalui jumlah kemungkinan dibagi dengan total
aktifitas/kegiatan; dan
= jumlah frekuensi kemungkinan terjadi digunakan apabila
populasi tidak dapat ditentukan. Tingkat keterjadian dilihat
sesuai tabel diatas.

c. Langkah 3.3.: Tentukan Matriks Profil Risiko
Berdasarkan parameter dampak Risiko
kemungkinan terjadinya Risiko sebagaimana telah diuraikan
sebelumnya, maka langkah ketiga pada tahap V ini adalah
menentukan matriks profil Risiko yang akan digunakan sebagai acuan
dalam tahapan penilaian Risiko. Matriks profil Risiko dapat
digambarkan berikut ini.

dan parameter
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Tabel 13 Matrik Profil Risiko

Matriks
Analisis

Tingkat Dam
2 3

a4

1
Risiko 5x 5 | idek

Signifikan
Hampir

5| pasti 11
terjadi
a Sering
terjadi
3 Kadang
terjadi
2 Jarang

terjadi
Hampir
1| tidak
terjadi

Tingkat Kem:

15

12

14

13

5
Minor [Moderat | Signifikan| Sis“"g‘“

Garis Toleransi -

Peta Risiko disusun dengan memperhatikan Level Risiko
ang terdiri atas 5 (lima) tingkatan Risik_o sebagai berikut:

Level Risiko Besaran Risiko Warna
Sangat Tinggi (5) 20s.d 25 Merah
Tinggi (4) 16 s.d 19 Orange
Sedang (3) 11sd 15 Kuning
Rendah (2) 6 s.d 10 Hijau Muda
Sangat Rendah (1) 1sdS Hijau Tua
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BAB IV PENILAIAN RISIKO

Penilaian Risiko merupakan proses Manajemen Risiko yang
meliputi analisis dan evaluasi Risiko berdasarkan identifikasi yang
telah dilaksanakan pada penetapan konteks Risiko yang teiah
dijelaskan pada Bab sebelumnya. Penilaian Risiko terdiri dari 2 (dua)
tahap, yaitu analisis Risiko dan evaluasi Risiko. Analisis Risiko
dilakukan untuk merumuskan bentuk definitif dari Risiko serta
menghitung dampak dan potensi terjadinya Risiko.

Analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risike yang
telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan
munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level risiko.
Level atau status risiko diperoleh dari hubungan antara
kemungkinan (frekuensi atau probabilitas kemunculan} dan
dampak (besaran efek), jika risiko terjadi. Level risiko disajikan
dalam bentuk matriks analisis risiko.

Analisis risiko bertujuan untuk memilah risiko berdasarkan
level guna penyusunan peta risiko dengan mempertimbangkan
pengendalian yang sudah berjalan. Analisis Risiko mencakup
penentuan kemungkinan (probabilitas) dan dampak dari risiko.
Risiko yang berdampak rendah sedapat mungkin tetap diidentifikasi
dan dicatat untuk menunjukkan kelengkapan analisis risiko.

Melalui analisis risiko, Pemilik Risiko dapat menentukan
prioritas risiko yang perlu ditangani dengan kegiatan pengendalian.
Proses/tahapan analisis risiko yang dilakukan oleh Pengelola Risiko
scbagai berikut:

1. Pengelola Risiko mendapatkan hasil identifikasi risiko
sebagaimana langkah Tahap II: Identifikasi Risiko untuk Setiap

~ IKSS/IKP/IKK dan tabel 6 diatas

2. Pengelola Risiko melakukan penilaian terhadap estimasi level

kemungkinan dan dampak yang kriterianya sesuai Tabel 12

Parameter Kemungkinan Terjadinya Risiko (lithat halaman 20) dan

Tabel 11 Parameter Level Dampak Risiko (lithat halaman 15))

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Risiko yang melekat {Inherent Risk)}

Pengelola Risiko mengestimasi level kemungkinan dan

dampak risiko dengan mengukur peluang terjadinya risiko

dan mengukur potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi.

Estimasi dilakukan tanpa mempertimbangkan

kontrol/pengendalian yang ada.

b. Risiko residu setelah pengendalian yang ada (Residual Risk)
Pengelola Risiko mengestimasi level kemungkinan dan
dampak risiko dengan mengukur peluang terjadinya risiko
dan mengukur potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi.
Estimasi dilakukan dengan mempertimbangkan
pengendalian yang ada (existing control). Jika
pengendalian belum ada atau ada namun dianggap tidak
memadai, maka besaran level risiko yang melekat tidak dapat
turun atau dengan kata lain besaran level risiko residu setelah
pengendalian yang ada sama dengan besaran level risiko yang
melekat. Pengendalian yang ada juga merupakan kegiatan
pengendalian yang telah diimplementasikan pada periode
sebelumnya. Estimasi dilakukan berdasarkan analisis atas
tren data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya.
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Apabila risiko yang diidentifikasi tidak memiliki data historis
terkait frekuensi kejadian risiko pada tahun sebelumnya,
maka estimasi level kemungkinan dan dampak dapat
dilakukan dengan menggunakan metode lain misalnya teknik
perkiraan (aproksimasi), pendapat ahli, konsensus atau
pemungutan suara oleh pihak yang berkepentingan terhadap
risiko atau proses bisnisnya. Apabila dalam satu risiko
memiliki lebih dari satu dampak, maka estimasi terhadap
dampak diambil adalah dampak yang tertinggi.

3. Pengelola Risiko menentukan besaran level risiko dengan cara
mengombinasikan  (perpotongan/koordinat) antara level
kemungkinan dan dampak risiko sesuai matriks analisis risiko
sebagaimana Tabel 13 Matrik Profil Risiko (lihat halaman 21)

4. Pengelola Risiko menuangkan hasil analisis risiko sebagaimana
tabel 14 analisis risiko dibawah ini

Tabel 14 Analisis Risiko

ANALISIS RISIKO
Nama Unit Pemilik Risiko ..

Tahun .......c.c..e
: Skor/Nileu Risiko Residu setelah
Pengendalian yang Ada Adna TS g
Kode |Permnyataan Ada/
Risiko Skor Skor Level iy Urai Memadai/Behim Skor Skor Level
Probabilitas | Dampak Risiko Ada Memadai Probabilitas | Dampak Risiko
1 2 3 | 4 5 6 T 8 9 10 11
Keterangan :
Butir (a) : Diisi nama unit pemilik nsiko Kolom 4 : Diisi  nilai dampak tenadinya risike Kolom 9 : Diisi nilai kemungkinan tenpadinya
Butir (b) : Diisi tahun berjalan tersebut risiko apabila Pengendalian yang ada
Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 5 Kolom 5: Diisi level nisiko berdasarkan matriks pada kolom 7 dilakukan.
pada Lampiran 5 analisis risiko pada Lampiran 3 Kolom 10 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko
Kolom 2: Diisi  uraian risiko yang telah Kolom 6 : Diiai ada atau belum ada apabila Pengendalian yang ada pada
dudentifikasi Kolom 7 : Diisi uraian pengendalian yang ada kolom 7 dilakukan
Kolom 3 : Diisi  nilai  frekuensi  kemungkinan  Kolom 8 : Diisi memadai atan behim memadai Kolom 11 : Diisi level nsiko berdasarkan matnks
terjadinya nsiko tersebut analisis risiko pada Lampiran 3

Tabel 14a Contoh pengisian Analisis Risiko

or/Nilal Ristko wlekat

Tidak adanya mekanisine 1. Penerapan mekanisme monitoring dan evakiasi
i [ Pu::::n usktas monitoring Sk lankt yang berkaka atas tindak lenp rekomendas,
pomanauan  PerOTIe ) efeit 2. Penyusman laporan progress ndak kit yang
persidangan tdak  |imitinors Koardinasl srtarunit terkait wajb dieampaikan unit forkait sacara poriodik.
1 2, Barkar KP1.
& i mmm;w IKP1.2 4 3 16 | o e intermnal 0 5 A g EFEKTIF 2 3 1
ditindaklsniutl sesual :" ¥ Ketarbatasan SDM untuk untuk setiap rekamandasi
target = ""‘""“ ; e —— 4. Penggureen mplicesifsistem informasi
thgropu sepenny ik mencatal sttus trdak lanjd
1. Porurian kuakias 1. Priseie e Paryang < S0P ; e
Penyslesaian P gm— atau ahur penanganan lporan i
Penaganan lsporan hadami{Kinerja) ek sederhana/efisien l:pl!m yarg lesih sederhana dan efisien. TIDAK
2 2 Berkurangrya e 4 4 11 T o oo intemal 2. Monitoring dan evaliasi menggurakan Sistem 4 4 19
tepat waktu tidak jurriah EFEKTIF
g Mepercayasn pubik . ek informa dan hainya dimonitor languneg olsh
‘:"d“" bk sesanding dengan whims Pirrpinen berjerjang
mbaga(reputasi) aporan.

Setelah dilakukan analisis risiko, langkah selanjutnya yang
perlu dilakukan adalah kegiatan evaluasi risiko, evaluasi risiko
adalah proses untuk menentukan prioritas risiko, dengan
membandingkan antara level risiko yang diperoleh selama proses
analisis risiko dengan selera risiko yang telah ditetapkan Pemilik
Risiko.

Evaluasi risiko bertujuan untuk membantu proses
pengambilan keputusan berdasarkan hasil dari analisis risiko.
Proses yang ada dalam evaluasi risiko akan menentukan risiko
mana saja yang membutuhkan kegiatan pengendalian khusus dan
bagaimana prioritas kegiatan pengendaliannya. Hasil dari evaluasi
risiko adalah daftar prioritas risiko berdasarkan informasi yang telah
diperoleh dari hasil identifikasi risiko dan analisis risiko serta
pertimbangan selera risiko yang kemudian akan menjadi masukan
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bagi proses penentuan rencana tindak lanjut (kegiatan
pengendalian).

Proses/tahapan evaluasi risiko adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis risiko, pengelola risiko melakukan
pemeringkatan terhadap level risiko residu dengan skor risiko
residu tinggi diletakkan di urutan awal, sebagaimana contoh
gambar dibawah

Tabel 14b Contoh pengisian Analisis Risiko

9. Panyusinan dan pararsgan SCP penanganan
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2. Dari hasil pemeringkatan risiko residu, Pengelola Risiko
mempertimbangkan level selera risiko yang telah ditetapkan pada
tahap penetapan konteks dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Selera risiko merupakan besaran level risiko yang berada
dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan
kegiatan pengendalian.

b. Risiko yang level risiko residu di atas selera risiko wajib
dilakukan kegiatan pengendalian untuk menurunkan
besaran level risikonya sepanjang sumber daya yang dimiliki
organisasi atau unit kerja memadai dan efisien.

c. Pengelola Risiko memilih risiko-risiko yang nilai risiko residu
di atas selera risiko untuk diprioritaskan dalam rencana
kegiatan pengendalian sebagaimana tabel 15 dibawa ini.

DAFTAR RISIKO PRIORITAS UNIT KERJA

Skor/Nilai Risiko Residn set! W yang Ada
Skor Kemungkinan Terjadi Skor Damp Level Risiko
1 2 3 4 5
Keterangan: o
Butir {a) : Diisi nama unit pemilik risiko
Butir (b) : Diisi tahun benjalan Kolom 3 ; Diisi milai kemunglanan terjadinya risiko sesuas dengan kolom 9
Butir (c) : Dissi skor selera risiko Pemilik Risiko pada talun benalan Lampiran 6
(contoh: £9) Kolom 4 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko sesuai dengan kolom 10 pada
Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 5 pada Lampiran 5 Lampiran 6

Kolom 2 : Diisi pernyataan risiko-risiko terpilih yang nilni resiko residu setelah  Kolom 5 : Diis: level risiko sesuai dengan kolom 11 pada Lampiran 6
pengendalian yang ada di atas selera risiko (durutkan dan priontas
yang akan direspons)

Tabel 15 Daftar Risiko Prioritas Unit Kerja

d. Pengelola Risiko membuat peta risiko atas daftar risiko
prioritas sebagaimana gambar dibawah ini
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Gambar 16 Peta Risiko
Tingkat Dam;
Matriks Analisis Risiko rak
5x5 1 2 3 . 5
; Minar Moderat | Signifikan _

Tingkat Frekuensi
w

1 Hampir tidak
[terjadi
Gambar 17 Level Risiko
Level Risiko Besaran risiko Warna
Sangat Tinggi (5) 20 s.d 25 Merah
Tinggi (4) 16 s.d 19 Orange
Sedang (3) 12 s.d 15 Kuning
Rendah (2) 6s.dl1l Hijau
Sangat Rendah (1) 1sd5 Biru
Keterangan :

Pengelola Risiko membubuhkan simbol ® pada Bagian Peta huruf A yang
merupakan skor risiko residu setelah pengendalian yang ada perpotongan
frekuensi dan dampak)

Peta risiko adalah gambaran tentang seluruh risiko yang
dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing risiko.
Sedangkan yang dimaksud level risiko adalah tingkatan risiko
yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi,
tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.
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BABV
RESPON RISIKO

Respons risiko bertujuan memfokuskan perhatian Pemilik
Risiko pada kegiatan pengendalian yang diperlukan telah terjadwal
dan tepat selaras dengan akar penyebab. Respons risiko yang
dilaksanakan manajemen dilakukan dengan cara melakukan
kegiatan pengendalian terhadap risiko- risiko terpilih (hasil evaluasi
risiko sebagaimana Tabel 15 Daftar Risiko Prioritas Unit Kerja
halaman 24), yakni menurunkan level probabilitas dan/atau level
dampak hingga mencapai level risiko yang dapat diterima (di bawah
Selera Risiko) melalui kegiatan pengendalian.

Langkah kegiatan pengendalian meliputi pengidentifikasian
opsi untuk menangani risiko, menaksir opsi tersebut, menyiapkan
rencana respons risiko dan mengimplementasikan rencana respons
risiko.

Proses/tahapan respons risiko adalah sebagai berikut:

1. Pengelola Risiko dapat melakukan identifikasi terhadap akar
penyebab melalui metode RCA (Root Cause Analysis/ Analisis
Akar Masalah] sebagaimana gambar analis akar masalah
dibawah ini

Gambar 18 RCA

ANALISIS AKAR MASALAH ( ROOT CAUSE ANALYSIS)

Unit Pemilik RisTKG e vveiiimrreressanneeneeness (@)
Tahun - {b)

Keterangan:

Butir {a) : Diisi nama wnil pegulik risiko

Butir (4] : Diisi tehun begjalan Kolom 8 : Dhim akar penyebab (penyebab termkhir). Jika masih terdapat
Kolom 1 : Diisi kode risiko yang sudah diisi pada bagian sebehrmnya slasan terjadinym penysbab/why 5 {kolom ¥] maka sisipkan
Kolom 2 : Diisi pernyatasn risiko yang sudah diisi pada bagian kelom why 6 dan seterusnys sampai menemukan akiar penyebab
sebetumnya final/terakhis. Nammn jika akar penyebab sudah ditemukan
Kolom 23 : Diisi penyebalb: langsung terfjedinyn risiko sebagaimana kolom 2 sebelum why 5, maka tidak perty mengurmikan sampai dengan
Kolom 4 ; Diisi alasan terjadinya penyebab (why 1) pada kolom 3 why 5. Akar penyehab dapat diisi lebih dari satu, begitu pun
Kolor 5 : Diisi alasan terjadinya penysbab {why 2] pada kalam 4 juge why 1 sampai dengan why 5.

Kolom 6 : Diisi alasan terjadinyn penyetab {why 3) pada kolom 5 Kolom @ : Diiaj knde penyebab sesuai ketentuan pada lampiran 4 huraf B,
Kolom 7 Dhisi alasan terjadinyn penyebab (wwhy 4| pada kolom 6 Kotom 10 : Diisi kegiatan pengendalian yang ingin dirancang imtuk

menghindari  tegjadinga  akar  penyebab  (kolom 8}

2. Pengelola Risiko menuangkan kegiatan pengendalian terhadap

risiko- risiko terpilih ke dalam dokumen rencana tindak
pengendalian sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 10.
Kegiatan pengendalian yang dirancang harus relevan dengan
akar penyebab dan sesuai dengan sub unsur SPIP.
Kegiatan pengendalian yang terdapat dalam dokumen tersebut
bukan merupakan pengendalian internal yang sudah
dilaksanakan dan bukan merupakan bagian dari SOP yang
berlaku karena hal tersebut sudah menjadi pengendalian yvang
ada. Pemilihan kegiatan pengendalian mempertimbangkan biaya
dan manfaat atau nilai tambah.
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Gambar 19

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Unit Pemilik Risiko ..o i)

Heterangan:
Butir (8} : Diisi nama unit pemilik risike Kolom 7 : Diisi pihak/pejabat yang mela) kan kegiatan p
Battir (b} : Diiai tabun begalan Kolom 8 : Diisi imdikator yang merupalkan joel i dali
Kolom 1 : Diisi kode penysbab sebagaimana yeng eudah diisi pada bagian berupa doumen, aplikasi, atau bantuk lsinnya

pebelumnya Kolom 9 : Biisi rencana trizidan pelaksanaan sias rencana kegiatsan
Kolom 2 : Diisi per risiko i yang sudah diisi pads pengendalian

‘bagian sebetumnys Kolom 10 : Diigi nilal kemungkinan tejadinya risiko apabila rencana
Kolom 3 : Diisi tujuan kegiatan pengendalian fmer i frekuensi kegiatan pengendalian pada kalom 5 dilakukan.

dan/atau dampak risika Kolom [1:  Diisi nilai dampak terjadinya risiko apabila rencans legiatan
Kofom 4 : Diisi akar penyebab sebagaimana yang sudah diisi pada bagian pengendalian pada kolom 5 dilalcuken,

sehelumnyn. Jika Kolom 3 edslah mengurangi dampak, make Kelor 12 - Diiki level rigsiko berdasarkan matriks analisis risike pada

kelom 4 dapat dikosongkan. Lampiran 3
Kolom 5 : Diisi kegi pengendaki bagaimans yang sudah diisi pada

bagian sebelumnya

Kolom & : Diial pama sub unsur SPIP yang berkeitan dengan rencansa
kegiatan pengendalian

. Pengelola Risiko menentukan indikator terlaksananya kegiatan
pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan
pengendalian.

. Pengelola risiko merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan
pengendalian. Target waktu pelaksanaan realisasi kegiatan
pengendalian diprioritaskan lebih dahulu terhadap risiko yang
levelnya lebih tinggi.

. Pengelola Risiko melakukan taksiran terhadap level risiko
(treated risk/nilai risiko jika direspon) setelah
mempertimbangkan kegiatan pengendalian. Hal tersebut
dilaksanakan dengan cara mengestimasi level kemungkinan dan
dampak risiko. Level kemungkinan merupakan peluang
terjadinya risiko dalam satu tahun, sedangkan level dampak
risiko merupakan potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi.
. Kegiatan pengendalian yang telah  diimplementasikan
dimasukkan/berubah menjadi pengendalian yang ada untuk
proses analisis risiko periode berikutnya.
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BAB VI
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pemantauan adalah proses pengawasan yang dilakukan
secara terus menerus untuk memastikan setiap proses manajemen
risiko berfungsi sebagaimana mestinya.

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan
manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan
memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen
risiko. Pemantauan dilaksanakan oleh Pengelola Risiko, Unit
Manajemen Risiko, dan Pengawas Intern dengan penjelasan sebagai
berikut:

1. Pengelola Risiko

Pemantauan yang dilakukan oleh Pengelola Risiko dilakukan

minimal setiap triwulan, namun dapat juga dilakukan setiap saat

atau sesuai kebutuhan, yang terdiri atas:

a. Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian
Pengelola Risiko memastikan apakah kegiatan pengendalian
berjalan dengan baik tanpa hambatan. Segera setelah
kegiatan pengendalian selesai dilaksanakan, Pengelola Risiko
menuangkan hasil pemantauan dalam tabel sebagaimana
gambar dibawah ini

Gambar 20

DAFTAR PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN
Unit Pemilik Risiko ...

Butir {a) : Diisi nama Unit Pexilile Risiko Kolom 4 : Diisi Diisi pihak/pejabat yang melaksanskan kegiatan
Butir {b] : Diisi tahun berjalan pengendalian sebagnimana yang sudah diisi sebehamnya
Barir (¢} : Diisi triwulan berjalan Kolom 5 : Disi indikator kel i h h yang
Kokom 1 . Diisi kode penyebab: sebagaimana yang sudah diisi pada sudah diis sebelumnyn

‘bagian sebelummya Kolomn 6 : Dhisi rencana trivulen sebagaicmana sebagatmana yarg
Kolom 2 : Diisi parnyataan risike sebagaimana yang sudah diisi sadah diisi sebelumnya

pada bagian sehslumnya Kelom 7 .Disi  tanggal resiismsi wekh: polaleansan kegatan
Kolom 8 : Diisi kagiatan p it bagai yang sudaiy pengendalian

diisi pada bagian sebefumnya Kalom 8 : Diisi wratan hamb /kendala jike kegi pengendalian

b. Pemantauan terhadap peristiwa risiko
Segera setelah risiko terjadi, Pengelola Risiko mencatat risiko-
risiko kembali (seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi
sebagaimana tahap II; identifikasi risiko halaman 13-15 dan
menaksir dampaknya. Pengelola Risiko juga mencarn
penyebab aktual terjadinya risiko. Pengelola Risiko
menuangkan hasil pemantauan dalam tabel sebagaimana

gambar dibawah ini.
Gambar 21

PEMANTAUAN TERHADAP PERISTIWA RISTKO

Unit Pemilik Risiko......

Keteranigan:

Buur (4] : Diisi nama unit Permilik Risiko
Butir {b) - Dijsi tahun berjalan Kolom 4 : Diigi denigan tanggal kejadian
Butir (g + Diisi trivulan berjalan Kelom 5 : Diisi dengan tempat kejadian
Kolom 1 : Diisi kode risikto sebagaimanea yang sudah diisi Kelom 6 : Diisi dengan skor dampak Risiko
sebelumnya [jika risiico belum teridentifikasi Kolom 7 - Diisi dengan kronologi pemicu peristivm risiko
sebalummnya, dapat dikosonghkan) Holom: & : Diisi dengan kode p hah yang kar hahan
Kolom 2 : Drisi nawma kejadian/ risiko yang terjadi Penyebat: {jika penyebab betum tendentifikasi sebehumnya,
Kolom 3 - Diisi per risiko sebagai yang sudah diisi dapat dikesongkan)

sebelumnya (jika risiko befum teridentifikasi sebelumnya.
dapat dikosenglean)
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c. Pemantauan terhadap level risiko aktual dan efektivitas
pengendalian.
Pada akhir tahun, Pengelola Risiko melakukan penilaian
efektivitas pengendalian atas seluruh/populasi risiko yang
teridentifikasi dengan cara membandingkan nilai/level risiko
aktual dengan nilai/level taksiran terhadap level risiko. Level
risiko aktual diperoleh dari melakukan penilaian risiko
berdasarkan pemantauan terhadap peristiwa risiko
sebagaimana gambar 12 diatas. Jika nilai/level risiko aktual
lebih besar daripada nilai/level taksiran terhadap level risiko
berarti kegiatan pengendalian tidak efektif menurunkan level
risiko atau kegiatan pengendalian belum diimplementasikan,
sehingga Pengelola Risiko harus menambah/mengganti
pengendalian untuk tahun berikutnya atau
mengimplementasikan kegiatan pengendalian yang belum
dijalankan. Pengelola Risiko menuangkan hasil pemantauan
dalam daftar pemantauan level risiko sebagaimana tabel

dibawah ini
Gambar 22
DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO
Unit Pemifitk Risiko.. -.. (&}
Tahun.. [PTURRTRO - |

Keterungan :

Butir |a) : Diai nama uait Pemilik Rislke Kolom 6 : Dhisi level risiko sebagaimans yang sudah diiei sebelumnyn
Butir (b) - Diisi tabun berjalan Kolom 7 : Diisi leve] frekuenni bardasarkan pengulkuran risike aktual
Kalom 1 Diiai kode risike sebagaimana yang sudah diisi ecbelumayn (lsesimpulecn dari Da!haf pemantzan terhadap peistive rindo)
Kolem 2 ;. Dilni oot Tesiko ubagmana yang sudah diisi zebelumnys Kolom 8 : Diisi level damp risiko aktual
Kolom 3 : Diisi jumlah kejadian risiko | DaRar 1an (lmlnnpu].nndan [hhpemanmm tachadep peristiva. cisiko})

terhadap peristiwa risiko) salama 1 tahun Kolom 9 : Diisi tevel riaiko berdasarkan matriks analisis risiko
Kolom 4 : Diiai nilai kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana kolem 10 Holom 10 : Diisd velisin angia pada kelem 6 dengan kolom @

Lampiran 10 Kolom 11 : Diisi vekomendasi perbaikan jika nilai risiko pada kolom 10
Kolom 5 : Diisi nilai d le terjadinya risiko sebagai kolom 11 berpilai nagatif

Lampiran 10

2. Unit Manajemen Risiko

Pemantauan yang dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko setiap
triwulan, namun dapat juga dilakukan setiap saat atau sesuai kebutuhan,
yvang terdiri atas:

a. Reviu terhadap usulan Pengelola Risiko atas risiko baru

Unit Manajemen Risike menyediakan pilihan daftar risiko yang akan
digunakan oleh Pengelola Risiko dalamm menentukan/identifikasi
risiko. Namun demikian, seiring berjalannya waktu yang
memungkinkan terdapatnya perubahan lingkungan, kebijakan, dan
kondisi sosial membuat daftar risiko tidak mutakhir terleint sehingga
Pengelola Risiko sewaktu-waktu dapat mengusulkan risiko kepada
Unit Manajemen Risiko untuk direviu sehingga dapat dijadikan risiko
yang teridentifikasi oleh Pengelola Risiko.

Unit Manajemen Risiko menuangkan hasil reviu dalam tabel
sebagaimana gambar dibawah ini

Gambar 22
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REVIU USULAN RISIXKO BARU

Keterangan:

Butir {a} : Ditsi triwulas begjalan

Butir {b) : Diisi tabun berjalan

Kolom 1 : Drisi nemor unat

Kolom 2 : Thiaé ureian atas usulan rigiko

Kolom 3 : Diisi nama unit pemitik risiko yang mengusiikan
Kolom 4 : Diisi (V) jika usulan psiko ditsrima

Kelom 5 : D (V) jike usulan nsiko ditolak

Kolom 6 : Diipi alasan fka usulan risiko ditofak

b. Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian

Setiap triwulan, Unit Manajemen Risiko melaksanakan pemantauan
terhadap kegiatan pengendalian yang belum dilaksanakan oleh Pemilik
Risiko dan memberikan umpan balik atas kendala pelaksanaan
(hambatan) pelaksanaan Kkegiatan pengendalian. Umpan balik
(feedback) bisa saja berupa usulan dari Unit Manajemen Risiko
misalnya melaksanakan alternatif kegiatan pengendalian yang lebih
mudah, efisien, dan praktis untuk dijalankan oleh manajemen.

Unit Manajemen Risiko menuangkan hasil pemantauan sebagaimana
tabel dalam gambar 23 dibawah ini

Gambar 23
DAFTAR RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN YANG BELUM TEREALISASE

Keterangan:

Butir (a) : Diisi triwulan berjalan

Butir (b} : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi kegiatan pengendalian sebagaimana yang sudah disi sebelumnya

Kolom 3 : Diisi rencana triwulan sebagaimana yang sudsh dist sebelumnya

Kolom 4 : Diisi pernyataan risiko dari rencana kegiatan pengendalian yang belum terealisasi
Kolom 5 : Diisi kode penyebab dari rencana kegiatan pengendalian yang belum terealisasi
Kolom 6 : Diisi jabatan penanggungjawab yang belum merealisasiltan rencana kegiatan
Kolom 7 : Diisi keterangan mengapa belum direalisasikan

c. Pemantauan terhadap efektivitas pengendalian

Setiap akhir tahun, Unit Manajemen Risiko melaksanakan
pemantauan terhadap risiko-risiko yang level risiko aktualnya belum
turun ke level yang dapat diterima (selera risiko) atau dengan kata lain
level risiko aktual yang lebih tinggi dibandingkan dengan taksiran
terhadap level risiko. Unit Manajemen Risiko juga memberikan umpan
balik berupa alternatif kegiatan pengendalian yang lebih mudah dan
praktis untuk dijalankan manajemen dan mampu menurunkan level
risiko ke tingkat yang dapat diterima.
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Unit Manajemen Risiko menuangkan hasil pemantauan dalam tabel
sebagaimana gambar dibawah ini

Gambar 24
PEMANTAUAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN

---{a}

Tahun.

Keterangan:

Butir {a) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi kode risike sebagmmana yang sudah diisi sebelumnya

Koloem 2 : Diisi nama risiko sebagaimana yang sudah diisi sebelumnya

Kolom: 3 : Diisi kode penyebab sebagaimana yang sudah diizi sebelumnya

Kolom 4 : Diisi level risiko sebagaimana yang sudah diisi sebelumnya

Kolom 5 : Diigi level risiko sebagaimana yang sudah diisi sebelhamnoyn

Kolom 6 : Diisi Pemilik risiko

Kolom 7 : Ditsi keterengan apakah efektif atau tidak, dan tindekan lanjutan yang

dinerhukan

2. Unit Pengawas Intern

Unit Pengawas Intern memastikan bahwa pelaksanaan manajemen risiko
berjalan secara efektif melalui fungsi penngawasan (pemberian keyakinan
dan konsultansi) dengan melakukan pengawasan intern berbasis risiko,
Unit Pengawas Intern melakukan pengawasan berbasis risiko sesuai
dengan ketentuan yang berlaku

B. Pelaporan

Pelaporan dalam sub unsur Informasi dan Komunikasi (Infckom)
merupakan unsur Kke-empat SPIP yang membantu manajemen dalam
memastikan bahwa pengendalian yang dirancang atas setiap risiko telah
dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait sehingga pengendalian
tersebut dapat terimplementasi secara lebih cepat dan efektif. Dalamn seluruh
proses manajemen risiko terdapat proses infokom. Bentuk infokom antara
lain rapat berkala, dialog risiko, penggunaan sistem informasi dan pelaporan
berkala.

Rapat berkala dilakukan pada saat melaksanakan proses manajemen
risiko. Sedangkan dialog risiko dapat dilakukan setiap saat dan tidak
terbatas oleh kegiatan formal. Penggunaan sistem informasi membantu
mendokumentasikan hasil rapat berkala dan dialog risiko untuk digunakan
dalam rangka implementasi manajemen risiko,

Pelaporan berkala dilaksanakan oleh Pengelola Risiko, Unit Manajemen
Risiko, dan Unit Pengawas Intern kepada pihak yang berkepentingan dengan
ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap triwulan Pengelola Risike menyusun laporan penyelenggaraan
manajemen risiko sebagaimana Lampiran 1 yang diperuntukkan kepada
Pemilik Risiko. Pada akhir tahun Pengelola Risiko juga menyusun laporan
tahunan mengenai efektivitas penyelenggaraan Pengelolaan Risiko
sebagaimana Lampiran II Pemilik Risiko menembuskan/mengirimkan
laporan triwulanan dan tahunan tersebut melalui Surat Pengantar
Laporan Pengelolaan Risiko sebagaimana Lampiran III yang
ditandatangani Pemilik Risiko kepada Ketua KY {tembusan ke Ketua
UMR), sedangkan untuk unit kerja tingkat Eselon II ditujukan kepada
Sekretaris Jenderal c.q Ketua UMR.
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2. Setiap triwulan Unit Manajemen Risiko menyusun laporan
penyelenggaraan manajemen risiko sebagaimana Lampiran Pedoman
Nomor 20 yang diperuntukkan kepada kepada Sekretaris Jenderal untuk
disahkan/ditandatangani. Laporan tersebut dikirimkan kepada Ketua KY.
Pada akhir tahun Unit Manajemen Risiko juga menyusun laporan
tahunan yang juga merupakan laporan triwulan IV mengenai efektivitas
penyelenggaraan manajemen risiko sebagaimana Lampiran 4.

3. Unit Pengawas Intern membuat laporan pengawasan intern berbasis
risiko sesuai kebutuhan sesuai ketentuan yang berlaku
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BAB VII
PENUTUP

Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Penerapan Manajemen Risiko di
Lingkungan Komisi Yudisial merupakan acuan dalam penyelenggaraan
Manajemen Risiko dan diharapkan dapat diintegrasikan secara konsisten dalam
setiap proses bisnis pada masing-masing unit kerja di lingkungan Komisi
Yudisial.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2025
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIB SUDIHAR



